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BAB |
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, yang
didalamnya mencakup pelayanan keterbukaan informasi bagi publik. Pemerintah membuat
UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepolisian Republik Indonesia
adalah salah satu badan publik yang telah mempersiapkan mekanisme internal tersebut
dengan membuat Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Polri. Kebijakan ini signifikan mengingat Polri adalah salah
satu badan publik sipil yang memiliki fungsi untuk melindungi dan melayani masyarakat
sebagai upaya menuju pemolisian yang demokratis.

Di sisi lain, mekanisme ini juga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif menggunakan
perangkat keterbukaan informasi,memastikan access to justice serta mengawal pemerintahan
sebagai bentuk kontrol publik. Peran serta masyarakat sipil untuk menggunakan berbagai
perangkat internal Polri untuk mendorong reformasi institusi ini menjadi sangat signifikan
untuk memastikan pelaksanaan mekanisme ini bisa berjalan secara efektif. Pentingnya
peran dan partisipasi masyarakat dalam mengawal agenda keterbukaan informasi publik
telah diatur pada aturan nasional sebagai bagian untuk mendorong pemerintahan yang
baik (good governance).

KontraS memandang bahwa penguatan kelompok masyarakat sipil, khususnya lembaga-
lembaga yang melakukan pendampingan hukum kepada kelompok korban penting untuk
melakukan pemantauan terhadap akses masyarakat sipil dalam menggunakan mekanisme
keterbukaan informasi publik. Sejauh ini, informasi tentang eksistensi Komisi Informasi
Publik, kewenangan dan mekanisme internalnya tidak banyak diketahui khalayak luas.
Sementara itu, mekanisme ini sesungguhnya dapat digunakan untuk mengawal proses
akuntabilitas Polri, sebagai sebuah unit kerja agar dapat memberikan informasi yang
transparan dan berkala kepada publik.

KontraS sebagai salah satu kelompok masyarakat sipil, yang dalam kesehariannya
banyak menerima laporan pengaduan dan kasus-kasus terkait dengan kinerja kepolisian
telah membuat Buku Panduan Masyarakat Sipil untuk Mengenal Hak atas Informasi dan
Pemolisian serta melakukan ujicoba pemantauan efektivitas pelaksanaan mekanisme
pelayanan informasi publik dalam institusi Polri. Ujicoba pemantauan ini dilakukan di
wilayah Nangroe Aceh Darussalam , Sumatera Utara , Jabodetabek, Jawa Timur , Sulawesi
Selatan , Nusa Tenggara Timur dan Barat, Bali, Maluku, dan Papua. Pemantauan dilakukan
terhadap pelaksanaan 69 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polri,yaitu di tingkat
Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek. Kegiatan ini melibatkan 7 jaringan kerja KontraS, dari
Kontra$S Aceh, KontraS Medan, Kontra$S Jakarta, KontraS Surabaya, Kontras Sulawesi, KontraS
Nusa Tenggara dan KontraS Papua. Laporan pemantauan ini ditulis dalam buku Laporan
Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri.

1.2. Tujuan

Tujuan dari pemantauan terhadap akses masyarakat sipil dalam menggunakan mekanisme
keterbukaan informasi publik dalam tubuh Polri ini adalah : Pertama, mewujudkan
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pengintegrasian peranan pengemban fungsi Humas Polri, PPID Mabes Polri dan satuan
kewilayahan dalam memberikan dan/atau menerima informasi yang diperlukan guna
mewujudkan komunikasi dua arah, baik antara pengemban fungsi Humas Polri, PPID
Mabes Polri dan satuan kewilayahan maupun dengan pihak yang berkepentingan; Kedua
menggunakan mekanisme ini untuk mendorong advokasi dalam pendampingan korban.
Upaya ini dilakukan untuk mempermudah KontraS untuk mendapatkan informasi dalam
penanganan perkara maupun mengkritisi kebijakan Polri. Ketiga, mendorong efektivitas
pelaksanaan mekanisme keterbukaan publik dalam tubuh Polri; Keempat, mendorong
akuntabilitas internal dalam kerangka penyampaian informasi publik sebagai bagian dari
pembenahan institusional Polri.

I.3. Ruang Lingkup

Landasan regulasi pemantauan dilakukan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Komisi Informasi Nomor
1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta seperangkat Standard
Operating Procedure (SOP) yang mendukung, seperti seperti SOP Pengumpulan dan
Pengelolaan Informasi, SOP Tata Cara Pelayanan Informasi, SOP Penggunaan Sistem Online
sebagai Sarana Penyebarluasan Informasi dan Data, SOP Penyelesaian Sengketa Informasi
serta SOP tentang Perumusan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Polri.

Uji coba pemantauan dilakukan selama tiga bulan, terhitung dari bulan Maret hingga Mei
2011. Pemantauan dilakukan di 69 PPID kepolisian di Indonesia dengan melibatkan 7
kantor KontraS di berbagai daerah, yaitu dari Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara,
Jakarta,Jawa Timur, Sulawesi Nusa Tenggara dan Papua.

Wilayah pemantauan terhadap akses masyarakat sipil dalam menggunakan mekanisme
keterbukaan informasi publik dalam tubuh Polri tersebut adalah :
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1. Polda NAD

2. Polresta Banda Aceh

KontraS Aceh
3. Polres Bireun

4. Polres Aceh Selatan

5.Polda Sumut

6. Polresta Medan

7. Polres Asahan

8. Polsek Patumbak

9. Polsekta Medan Timur
10. Polres Deli Serdang

11. Polres Simalungun

12. Polres Dairi

13. Polres Langkat

14. Polres Tanjung Balai
15. Polres Sibolga

16. Polres Tebing Tinggi
17. Polres Tanah Karo
18. Polres Nias

KontraS Sumut

19. Polresta Binjai
20. Polres Tobasa

21. Polres Serdang Bedagai

22.Polres Pematang Siantar
23. Polres Madina
24. Polres Labuhan Batu

25. Polres Tapanuli Tengah

26. Polres Padang Sidempuan

27. Polres Pel. Belawan

28. Polres Tapanuli Utara

29. Mabes Polri

30. Polda Metro Jaya

31. Polresta Bogor

Kontra$S Jakarta
32. Polresta Tangerang

33. Polda Maluku
34. Polda Bali
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35. Polda Jatim

36. Polres Malang

37.Polresta Malang

38. Polrestabes Surabaya

39. Polres Kediri

40. Polresta Kediri

41. Polres Mojokerto

42.Polresta Mojokerto

43, Polres Gresik

KontraS Surabaya
44. Polres Sidoarjo

45. Polres Pasuruan

46. Polresta Pasuruan

47.Polres Lamongan

48. Polres Bojonegoro

49. Polres Jombang

50. Polres Sampang

51. Polres Kota Batu

52. Polres Nganjuk

53. Polda SulSelBar

54. Polrestabes Makassar

55. Polres Sidrap

KontraS Sulawesi
56. Polsek Panakukang

57. Polres Bulukumba

58. Polres Maros

59.Polda NTT

60.Polda NTB

61. Polresta Kupang

KontraS Nusra
62. Polres Sumba Timur

63. Polres TSS

64. Polres Sumba Barat

65. Polda Papua

66. Polres Paniai

Kontra$S Papua
67. Polres Nabire

68. Polres Jayapura
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1.4 Metode kerja

Metode pemantauan dilakukan dengan mengajukan permintaan informasi dan dokumentasi
secara tertulis, tatap muka (lisan), sms, telepon dan mendatangi lokasi PPID di masing-
masing tingkat kepolisian untuk melihat kelengkapan sarana, prasarana dan kecakapan biro
PID di masing-masing wilayah serta pemantauan melalui website.

Permintaan informasi dan dokumentasi tertulis dilakukan berdasarkan karakteristik dan
pengalaman di masing-masing wilayah pemantauan. Permintaan yang diajukan disertai
dengan alasan, kemudian dilakukan pemantauan selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk masa
menunggu respon/hasil,dan diperpanjang maksimal hingga 17 (tujuh belas) hari kerja untuk
mendapatkan respon/jawaban final atas permintaan informasi tersebut.

Selain itu laporan pemantauan ini juga diperkaya dengan pembacaan kerangka konseptual
hak atas informasi publik sebagai hak asasi yang otonom, simplikasi informasi cara untuk
mengakses informasi publik di lingkungan kepolisian dan pengalaman pemantauan
lapangan yang akan disarikan di akhir laporan.

Proses uji pemantauan dilakukan dalam beberapa tahapan kerja berikut ini:

= Pelaporan

= Berkirim surat untuk permohonan informasi dan dokumen ke badan publik

= Mendatangi instansi untuk meminta waktu wawancara

= Pengelolaan data dan temuan

= Analisis temuan

= Pengajuan keberatan internal, jika informasi tidak direspon atau dianggap tidak
patuh terdapat UU

Setelah permintaan pemantauan dilayangkan dan mendapatkan respon dari PPID di
masing-masing badan publik, para pemantau harus dapat mengkategorisasikan hasil dari
permintaan pemantauan informasi dan dokumentasi ke dalam format berikut ini:

HASIL DARI PERMINTAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

= |nformasi diterima

= Akses parsial

=  Penolakan tertulis

= Dialihkan/dirujuk

= |nformasi tidak ada

= Jawaban tidak memadai

=  Penolakan membisu

=  Penolakan lisan

= Tidak bisa mengajukan permintaan

= Menolak untuk menerima permintaan
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Setelah informasi dan dokumentasi berhasil diperoleh, para pemantau harus dapat
mengevaluasi hasil temuan ke dalam tiga pendekatan.

TEMUAN DIEVALUASI MELALUI 3 PENDEKATAN:

= WAKTU: Apakah permintaan telah diterima sesuai dengan batas waktu dalam Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik atau tidak

= JUSTIFIKASI: Dialihkan atau dirujuk, informasi tidak ada atau ditolak dengan alasan
yang sesuai atau tidak

=  KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP KEBEBASAN INFORMASI: Apakah hasil yang diterima
patuh pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil yang lambat diterima
atau jawaban tidak memadai masuk dalam kategori tidak patuh dan penolakan
bisu, tidak bisa mengajukan permintaan dan menolak untuk menerima permintaan
informasi adalah definisi ketidakpatuhan itu sendiri.

I.5. Tim Kerja

Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri ini oleh
KontraS Federasi dengan didukung oleh Yayasan Tifa. Tim pemantau terdiri dari Wiwin
Hajar dan Fitri Asmara (KontraS Aceh), Muhrizal Syahputra (KontraS Sumatera Utara), Andy
Irfan Djunaedi (KontraS Surabaya), Marthen Salu dan Umbu Rame (KontraS Nusa Tenggara),
Andi Suaib dan Calvin Siang (Kontra$S Sulawesi), Olga Helena Hamadi dan Peneas Lokbere
(Kontra$S Papua), Sri Suparyati, Sinung Karto dan David Fau (Kontra$S Jakarta). Sementara tim
penyusun adalah Syamsul Alam Agus, Puri Kencana Putri, Papang Hidayat dan Indria Fernida
dengan didukung oleh M. Harits, Tommy Apriando dan Tanti Budi Suryani.
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BAB I
Penyelenggaraan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Il.1. Latar Belakang Pembentukan Sistem di Polri

Berdasarkan pemantauan KontraS, sejak UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik disahkan dan mulai berlaku pada 1 Mei 2010, Kepolisian Negara Republik
Indonesia merupakan salah satu dari institusi negara pertama yang membentuk suatu
sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID). Respon atas berlakunya suatu rezim
keterbukaan informasi publik tersebut direspon oleh pihak Polri lewat Peraturan Kapolri
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 11 Juni 2010. Hal pertama yang dilakukan
Markas Besar Polri adalah mengatur struktur dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID), di samping keberadaan bagian hubungan masyarakat (humas).

Awalnya PPID Polri berada di bawah divisi Telematika yang sekarang menjadi Divisi Infomasi
dan Teknologi Polri. Namun, berhubung dengan adanya kepentingan bahwa informasi itu
banyak di Satuan Kerja (Satker) Humas, maka PPID Polri yang saat ini di bawah Humas
menjadi salah satu biro yang disebut Biro PPID. Begitu pula di tingkatan Polda. Sementara
di Polres, PPID berada di Bawah Kabag Operasional,dengan alasan jika di bangun tersendiri
Polri sangat terbatas pada sarana dan prasarana. Sedangkan ditingkat Polsek, PPID berada
di bawah Kapolsek langsung.

Selain menyesuaikan dengan kelahiran UU No. 14/2008 tentang KIP, keberadaan PPID
Polri itu sendiri selain sejalan dengan Grand Strategy Polri pertama, yaitu membangun
kepercayaan publik yang dirancang untuk periode tahun 2005-2009. PPID Polri sendiri
masuk sebagai agenda penguatan Grand Strategy Polri, karena Renstra tahap kedua Polri
pada tahun 2010 adalah dimulainya partnership building.! Sementara itu, tahun 2011 Unit
Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) memberikan
masukan untuk direvisinya Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri, seperti dalam konteks pengaturan tentang
formulir saat masyarakat mengajukan keberatan, pengaturan tentang uji konsekuensi dan
pengaturan tentang sidang sengketa. Hal ini dikarenakan Perkap Polri telah ada terlebih
dahulu dari pada lahirnya Peraturan Komisi Informasi Publik. Polri sendiri saat itu sudah
memiliki Peraturan Kepala Divisi yang mengatur tentang uji konsekuensi, namun pertauran
tersebut belum sempurna.?

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelayanan Informasi Publik
di Lingkungan Polri berlaku untuk seluruhnya, artinya mulai dari tingkat Mabes, Polda,
Polwiltabes, Polres hingga di tingkatan Polsek (lihat lampiran tentang struktur PPID di tingkat

1 Dalam mendukung implementasi percepatan Grand Strategy Polri, PPID Polri untuk tahun 2011 menargetkan
seluruh informasi yang disediakan Polri, khususnya yang berkala bisa di akses melalui sistem Online, bahkan hal ini juga
berlaku untuk seluruh satuan kerja Polri,wawancara Kombes Zulkarnain Adinegara (Kabagrenmin Divisi Humas Mabes Polri),
8 Juli 2011.

2 PPID Polri sendiri selama ini belum memiliki aturan khusus untuk mengatur tentang Uji Konsekuensi dan Uji Retensi
(Pengujian terhadap suatu informasi yang pada waktu tertentu bisa dibuka kepada publik). Terkait dengan Uji Konsekuensi
Polri sudah memilik peraturan Kepada Divisi, namun masih belum sempurna. PPID Polri masih mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Wawancara dengan Kombes Zulkarnain Adinegara (Kabagrenmin Divisi Humas Mabes Polri), 8 Juli 2011.
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Mabes Polri dan Polda). Namun menurut Kombes. Zulkarnaen Adinegara (Kepala Bagian
Renmin Mabes Polri) sangat dimungkinkan apabila di tingkatan Polda, Polwiltabes, Polres
ataupun Polsek ingin membuat peraturan sendiri secara spesifik, hanya saja tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, yaitu Perkap itu sendiri.> Sampai saat
ini belum ada di tingkatan bawah yang membuat pengaturan spesifik tersebut. Dalam sistem
PPID Polri, informasi yang dikecualikan tetap bisa dibuka apabila memiliki argumentasi
yang lebih tinggi.

Selama ini di tingkatan PPID Polri, terdapat struktur bagian yang berfungsi melakukan
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. Mekanisme koordinasi kerja yang dilakukan
guna menjalani fungsi-fungsi tersebut banyak hambatan yang dihadapi. Seperti koordinasi
dengan Pengemban PID di setiap satker. Pengemban PID di setiap satker dijabat hanya oleh
satu orang. Hal tersebut menjadi kendala, di saat pemantau KontraS meminta informasi
ke setiap pengemban PID di setiap satuan kerja, namun Pengemban PID tersebut tidak
memberikan informasi yang kami minta. Penyebab lainnya adalah lambannya suplai
data dari pengemban PID di satuan kerja yang takut dengan atasan/komandan apabila
memberikan suatu informasi. Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut PPID Polri
sebenarnya sudah memberikan surat edaran dari komisi informasi kepada satuan - satuan
kerja, Polda, Polwiltabes, Polres hingga ke tingkatan Polsek, namun tidak ada respon positif.
Hal ini menjadi bahan refleksi bagi Polri,belum pahamnya anggota polri tentang pentingnya
membuka informasi publik. Problem ini terjadi karena kultur anggota polri sendiri yang
belum memahami pentingnya membuka informasi kepada publik.* Untuk mengatasi
persoalan tersebut PPID Polri sendiri tidak bisa menargetkan kapan pastinya problem ini
bisa terselesaikan, namun untuk tingkatan Polda, tahun 2011 ini sudah seharusnya problem
terkait PPID harus sudah teratasi seluruhnya. Untuk di tingkatan Polres mungkin tahun
2012 bisa teratasi, karena tahun 2012 itu PPID Polri akan ada bantuan untuk sarana dan
pra-sarana.’

Problem lainnya berdasarkan evaluasi PPID Polri adalah lemahnya koordinasi PPID dengan
masing-masing unit satuan kerja (satker) yang ada di Polri itu sendiri. Kendala utamanya
adalah sarana dan prasarana, kemudian kapasitas personilnya sendiri yang rata-rata masih
merangkap jabatan. Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut PPID Mabes Polri untuk
saat ini sedang mengajukan anggaran negara untuk tahun 2011 ini,untuk pengadaan sarana
dan prasarana untuk seluruh Polda dan Polres di Lingkungan Polda Metrojaya. Pengajuan
dana ini sudah terealisir dan saat ini sedang dalam pelaksanaan pengadaan sarana dan
prasarananya, sedangkan pengumuman dan lelang sudah dilaksanakan. Selain itu untuk
peningkatan capacity building untuk para anggota PPID Polri sendiri menjadi prioritas. Polri
akan mengadakan pelatihan penggunaan sarana dan prasarana serta capacity building
kepada anggota Polri tentang pentingnya keterbukaan informasi publik di lingkungan Polri.®

Problem penting lainnya adalah keterbatasan anggaran. Besarnya anggaran Polri
yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana tahun 2011 berjumlah Rp.
15.000.000.000; sedangkan persentase dari jumlah dana yang dialokaikan untuk PPID Polri
sendiri untuk tahun 2011 memiliki DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) berjumlah
Rp. 614.000.000; untuk mensuport PPID Polri yang ada diseluruh Indonesia, namun jumlah
dana ini belum termasuk untuk peningkatan capacity building personal serta sarana dan
prasarana bagi Pejabat PID Polri.Untuk tahun 2012,PPID Polri sudah mengajukan Rancangan

3 Ibid, Wawancara dengan Kombes Zulkarnain Adinegara (Kabagrenmin Divisi Humas Polri), 8 Juli 2011.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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Anggaran Belanja untuk pengadaan sarana dan prasarana di 476 Polres.’

I1.2. Tata Kelola Informasi Publik dalam Tubuh Polri

Pengembangan prinsip-prinsip penyediaan informasi pada UU No 14 tahun 2008 di dalam
Perkap No 16 tahun 2010 juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak-Hak
‘Publik untuk Tahu’ (The Public’s Rights to Know); khususnya pada prinsip nomor 5 - Prinsip
Proses untuk Memfasilitasi Akses terhadap Informasi (Processes to Facilitate Access).® Di sana
diterangkan, akses atas permintaan informasi harus ada pada tiga tingkatan khusus yakni,
di dalam badan yang bersangkutan, banding di sebuah badan independen dan banding ke
pengadilan. Selain itu, akses juga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan afirmatif
khususnya kepada kelompok khusus,seperti mereka yang buta huruf dan memiliki kecacatan
fisik. Sistem yang terbuka dan mudah terakses oleh para pemohon informasi, harus menjadi
pegangan internal dari setiap badan publik.

Kemudian, setiap badan publik harus menunjuk dan menyediakan pihak-pihak yang
bertanggung jawab secara khusus untuk memproses permintaan informasi dan dokumentasi.
Hal ini wajib disediakan, mengingat harus ada pihak yang bertanggung jawab untuk
memastikan berjalannya undang-undang keterbukaan informasi publik yang ada. Selain itu,
kewajiban lain yang harus diutamakan adalah membantu para pemohon, terkait dengan
akses permintaan informasi.” Badan publik juga memiliki kewajiban untuk menyediakan
prosedur dan mekanisme referensi ke badan publik lainnya yang relevan, jika informasi
yang ditanyakan tidak dapat disediakan. Hal penting lainnya yang tetap harus menjadi
pegangan dari setiap badan publik adalah keberadaan masa tenggat waktu yang jelas dalam
merespon dan memproses permintaan informasi. Termasuk memberi alasan yang jelas jika
terjadi penolakan pemberian informasi.

Acuan utama yang digunakan untuk menyediakan pelayanan informasi dalam tubuh
kepolisianadalah Standard Operating Procedure (SOP) tentang Tata Cara Pelayanan Informasi.°
Dokumen ini digunakan sebagai acuan utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) dalam menyediakan informasi. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 13 UU
No 14 tahun 2008, PPID adalah sebuah jabatan yang bertanggung jawab pada bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi.!* PPID akan

7 Ibid.

8 Serangkaian Prinsip-Prinsip Ideal terkait Hak atas Informasi Publik (the Public’s Rights to Know) ini dikembangkan
oleh Article19, organisasi internasional non-pemerintah yang sangat intens tentang isu hak atas akses terhadap informasi
publik mengembangkan prinsip berdasarkan praktek terbaik yang ada. Prinsip-prinsip yang lengkap bisa diakses pada: www.
article19.org/pdfs/standards/righttoknow.pdf.

9 Terkait dengan permintaan informasi, badan-badan publik (dalam hal ini Polri) harus dapat membantu para
pemohon untuk menjelaskan mana informasi yang tidak jelas, terlalu luas dan atau yang memerlukan reformulasi.
10 Standard Operating Procedure tersebut adalah: SOP tentang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi (Maret

2010); SOP tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Maret 2010); SOP tentang Penggunaan System Online sebagai Sarana
Penyebarluasan Informasi dan Data (April 2010); SOP tentang Tatacara Pelayanan Informasi (April 2010); dan SOP tentang
Perumusan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Polri (Mei 2010).
11 Merujuk Perkap No 16/2010, Bab IIl Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab PPID - Pasal 19:
a) Mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh Publik
sebagaimana dalam Pasal 13,14 dan Pasal 15 di kesatuan masing-masing;
Menyimpan informasi dan data yang menjadi tanggung jawab kesatuan masing-masing;
Mendokumentasikan informasi dan data yang diperoleh dalam bentuk foto, rekaman dan audio visual;
Menyediakan bahan informasi dan data yang akurat atau yang telah jadi sesuai kebutuhan;
Memberikan pelayanan informasi dan data dengan mengirimkan secara berkala informasi dan dokumentasi kepada
pengemban fungsi Humas;
f)  Membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi yang masuk atau diterima dan diberikan oleh
Polri.

NS R C)

¢}

Bagian Ketiga Tanggung Jawab, Pasal 22:
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dibantu oleh pejabat fungsional. Dalam SOP tentang Tata Cara Pelayanan Informasi, pejabat
fungsional ini disebut sebagai Pengemban PID. Pengemban PID memiliki tugas sebagai
pejabat fungsional, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan dan atau pelayanan informasi di Satuan Kerja (Satker) Mabes Polri dan Satker
Kewilayahan.

Ruang koordinasi antara petugas PPID dengan pengemban PID Satker dan atau Satuan
Kewilayahan juga dimunculkan dalam SOP, berikut dengan perangkat kewajibannya.
Akses informasi publik juga dimudahkan melalui sistem jaringan teknologi informasi
(internet).!? Meski pada kenyataannya, pihak PPID masih belum memutakhirkan informasi
dan dokumentasi yang masuk dalam kategori secara berkala, serta merta dan setiap saat di
dalam website.

Untuk mengakses informasi Polri,prosedur dan alur mekanisme dalam SOP tentang Tata Cara
Pelayanan Informasi dipandang cukup memudahkan para pemohon. Polri juga menyediakan
format informasi dan cara penyampaian informasi. Permohonan informasi juga dapat
diajukan dengan cara tertulis dan tidak tertulis (lisan) dan disertai alasan permohonan
informasi.’® Petugas PID akan bekerjasama dengan pengemban PID Satker dan atau Satuan
Kewilayahan dalam mempersiapkan informasi-informasi yang dibutuhkan pemohon. Dalam
hal ini Polri memenuhi prasyarat batas tenggat waktu 10 hari.

Dalam SOP tentang Tata Cara pelayanan Informasi juga disebutkan bahwa ada kewajiban
PPID setiap tahun untuk mengumumkan layanan informasi, berupa jumlah permintaan
informasi yang diterima, waktu yang di perlukan, jumlah pemberian dan penolakan
permintaan informasi serta alasan penolakan informasi.

)  kelancaran pelayanan informasi kepada pengemban fungsi Humas;

) kerahasiaan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat;

) keakuratan informasi yang diberikan kepada pengemban fungsi Humas; dan

)  pelaksanaan tugasnya kepada kepala satuan masing-masing.

12 Publik secara serta merta dapat mengakses informasi dan dokumentasi Polri dapat diakses melalui: http://www.
polri.go.id/pi/ dan terkait dengan informasi dan dokumentasi Satker dapat diakses melalui: http://www.polri.go.id/ds/

13 Meski dalam SOP tentang Tata Cara Pelayanan Informasi tidak dijelaskan secara detail definisi permohonan
informasi dengan cara tertulis dan tidak tertulis.

a N o W
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BAB Il
TEMUAN HASIL PEMANTAUAN

lll. 1. Profiling Badan Publik PPID di 10 Wilayah Pemantauan

Hal yang paling mendasar dalam menguiji kesiapan PPID adalah adanya pejabat khusus yang
ditunjuk untuk mengemban mandat itu. Dari 69 wilayah pemantauan, mulai dari tingkat
Mabes Polri, Polda hingga Polsek, Polri telah memiliki PPID. Berikut hasil pemantauan
profiling 7 wilayah Polda dari 10 wilayah yang menjadi fokus pemantauan.

\ 1. Nangroe Aceh Darussalam \

Hanya ada dua profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di wilayah
kepolisian Nangroe Aceh Darussalam yang sudah memiliki profil dan struktur yang lengkap,
dari 23 kabupaten/kota. Kedua PPID tersebut adalah PPID Polda Aceh dan PPID Polresta
Banda Aceh. Baik profil dan struktur 2 PPID diperoleh melalui pemantauan media yang
terbit di Harian Serambi Indonesia, 28 Maret 2011. Minimnya informasi seputar profil
PPID di wilayah kepolisian Nangroe Aceh Darussalam, memengaruhi tingkat pengetahuan
masyarakat terhadap keberadaan mekanisme keterbukaan informasi publik. Mekanisme
ini hanya sering diakses oleh mereka yang beraktivitas dalam LSM, khususnya LSM yang
bergerak di bidang pemantauan-advokasi hukum dan HAM.

Meski terdapat dua profil PPID, namun dari hasil wawancara tim pemantauan KontraS Aceh
dengan PPID Polda Aceh di ruang Satuan Kerja Humas (ditemui oleh Brigadir Polisi Sony
Yunarsa dan Samsul Bahri) dapat diketahui PID di Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh
(bahkan PID di tingkat kabupaten/kota) belum memiliki profil PPID yang dapat diakses
online. Bahkan, akses terhadap dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan masyarakat
tidak pernah diperbaharui.

Tim pemantau Kontra$S Aceh juga menemukan bahwa PPID Polda Aceh belum menggunakan
teknologi komunikasi untuk memperlancar arus informasi dan dokumentasi. Kendala-
kendala ini coba diperbaiki oleh PPID Polda Aceh, melalui agenda pelatihan dan sosialisasi
PPID di seluruh jajaran kepolisian Nangroe Aceh Darussalam. Pelatihan dan sosialisasi ini
dimulai sejak tanggal 10 Mei 2011 di Polda Banda Aceh.

2. Jakarta

Dalam mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008, Humas Polda Metro Jaya telah
menyiapkan fasilitas untuk membantu masyarakat yang ingin mendapatkan informasi
publik. Informasi tersebut bisa didapatkan dengan berbagai cara, baik mereka yang datang
langsung untuk mengakses informasi (sesuai dengan jenis kategori informasi), atau secara
tidak langsung dengan mengakses website Polda Metro Jaya. Di mana website menyimpan
informasi dan dokumen atas berbagai peristiwa penting maupun penjelasan dari pejabat
Polri-Polda Metro Jaya. Website juga menyediakan fasilitas interaktif dalam rangka akurasi
informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
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Polda Metro Jaya juga menggunakan jejaring media sosial, seperti Facebook dan Twitter.
Selain itu teknologi informasi lainnya yang digunakan juga cukup banyak, seperti sms 1717
Metro Jaya dan interaksi sms langsung dengan Kapolda Metro Jaya (021-89540220).

Secara struktur Polda Metro Jaya telah mempersiapkan perangkat dan menunjuk pejabat
kepolisian tertentu di bawah Humas Polda Metro Jaya,dengan menempatkan Satker-Satker
di bawah Polda Metro Jaya serta menempatkan PPID di sejumlah Polres. Polda Metro Jaya
sendiri membawahi beberapa Polres, yaitu: Polres Bekasi, Polres Depok, Polres Tangerang,
Polrestro Bekasi, Polrestro Jakbar, Polrestro Jakarta Pusat, Polrestro Jakarta Selatan, Polrestro
Jakarta Timur, Polrestro Jakarta Utara, Polrestro Kepulauan Seribu, Polrestro KP3 (Kesatuan
Polisi Perairan dan Pantai), Polrestro Soekarno Hatta, Polrestro Tangerang.

Dalam institusi Polri, Polda Metro Jaya menjadi pilot project untuk mengembangkan
pelayanan informasi publik di tubuh Polri.

\ 3. Nusa Tenggara Timur

PPID di jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dibentuk setelah diterapkan Peraturan Kapolri
Nomor 16 Tahun 2010. Namun penunjukan PPID agak lambat dan mengakibatkan PPID
Polda Nusa Tenggara Timur baru bisa berjalan aktif pada awal tahun 2011. Untuk PPID di
lingkungan Polda, di bawahi langsung Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur. Sedangkan
di tingkat Polres yang ada di wilayah Polda Nusa Tenggara Timur terdapat sepuluh pengelola
PPID di Polres Sikka, Polres Belu, Polres Ngada, Polres Timur Tengah Utara, Polres Manggarai,
Polres Flores Timur, Polres Kupang Kota, Polres Ende, Polres Sumba Timur, Polres Sumba
Barat.

‘ 4. Sumatera Utara ‘

Terdapat 12 satuan wilayah (Satwil) PPID di jajaran Polda Sumatera Utara, yakni 12 Polres/
Polresta di antaranya:

- Polres Deli Serdang; Satu PPID Polres dan 11 PPID/Kasi Humas Polsek-Polsek,disebutkan
nama-nama PPID dan PPID serta di wilayah Polsek-Polsek.

- Polres Simalungun; Satu PPID Polres dan 18 PPID/Kasi Humas Polsek-Polsek, namun
tidak secara detail nama-nama PPID serta di wilayah Polsek-Polsek.

- Polres Dairi; Dua PPID Polres namun tidak menyebutkan jumlah PPID di masing-masing
Polsek.

- Polres Langkat; Satu PPID Polres dan 12 PPID Polsek-Polsek akan tetapi tidak merinci
detail nama-nama PPID dan wilayah PPID di Polsek-Polsek

- Polres Sibolga; Satu PPID Polres dan 2 PPID Polsek

- Polres Tanjung Balai; Dua PPID Polres dan belum ada untuk tingkat PPID Polsek di
masing-masing wilayah Polsek

- Polres Tebing Tinggi; Tiga PPID Polres dan belum ada untuk tingkat PPID Polsek di
masing-masing wilayah Polsek
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- Polres Tanah Karo; Satu PPID Polres dan 12 PPID Polsek-Polsek, namun tidak merincu
detail nama-nama PPID dan wilayah PPID di Polsek-Polsek

- Polres Nias; Satu PPID Polres dan 11 PPID Polsek-Polsek, namun tidak merinci detail
nama-nama PPID dan wilayah PPID di Polsek-Polsek

- Polres Binjai; Satu PPID Polres dan 6 PPID Polsek-Polsek, namun tidak merinci detail
nama-nama PPID dan wilayah PPID di Polsek-Polsek

- Polres Tobasa; Satu PPID dan 6 PPID Polsek-Polsek, namun tidak merinci detail nama-
nama PPID dan wilayah PPID di Polsek-Polsek

- Polres Asahan; PPID Polres dan belum ada untuk tingkat PPID Polsek di masing-masing
wilayah Polsek-Polsek

5. Jawa Timur

Dari hasil pemantauan di lapangan,PPID Polda Jawa Timur memiliki struktur sebagai berikut:

KAPOLDA JATIM

A 4

KABID HUMAS
Kasubbid Dokliput Kasubbid Publikasi Kasubbid PID / PPID

Keterangan:

- Dalam struktur organisasi Polda Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur adalah atasan dari
atasan PPID, Kabid Humas adalah atasan PPID dan Kassubbid PID sekaligus adalah
Pejabat PID

- Pejabat PID yang menjabat saat ini adalah Komisaris Besar Polisi Sriyati, S.pd

Pejabat pengemban PID pada masing-masing Satuan Kerja (Satker) Polda Jawa Timur ex-
officio dijabat pengemban fungsi informasi/data, dengan keputusan Kepala Satker masing-
masing. Secara keseluruhan Satker berjumlah di mapolda Jatim ada 26 satker.

Di PoldaJawa Timur terdapat 39 Polres dan Pejabat pengemban PPID masing masing Polres
ex officio dijabat oleh Kasubbag Humas Polres. Sedangkan Pejabat pengemban PID masing-
masing Polsek di jajaran Polda Jatim, ex-officio dijabat oleh Kasie Humas Polsek/Kapolsek.

Terkait sarana dan prasarana, PPID Polda Jawa Timur mengunakan sarana dan prasarana
yang selama ini digunakan oleh Divisi Humas Polda Jawa Timur. PPID Polda Jatim belum
memilki sarana dan prasarana sendiri, terpisah dari Divisi Humas Polda Jawa Timur.
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Sampai dengan laporan ini dibuat, PPID Polda Jawa Timur tidak memiliki program-program
khusus dan terencana dalam melaksanakan penerapan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun
2010. Beberapa tugas yang diemban oleh PPID Polda Jawa Timur adalah:

a) Mengumpulkan informasi: kegiatan mencari, mendapatkan suatu informasi, baik
berupa data maupun dokumentasi,yang berkaitan dengan kinerja Polri di Lingkungan
Polda Jawa Timur;

b) Mengolah informasi: kegiatan analisa dan verifikasi informasi terhadap data maupun
informasi yang berkaitan dengan kinerja Polri di lingkungan Polda Jawa Timur;

¢) Mengelompokkan informasi dan data Polri di lingkungan Polda Jawa Timur sesuai
dengan klasifikasi informasi, yaitu klasifikasi berkala, klasifikasi serta merta,
klasifikasi setiap saat dan klasifikasi dikecualikan beserta alasan uji konsekuensinya
(Perkap Nomor 16 Tahun 2010 Bab Il tentang Tata Cara Pelayanan Informasi di
Lingkungan Polri);

d) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumen PID Polda Jawa Timur;

e) Mengunggah informasi dan dokumen (database) dalam situs PID Polda jatim (lihat:
http://www.ppid.polri.go.id)

f) Mengunggah berita-berita internal Polda Jawa Timur ke aplikasi PID dalam situs
Polri (lihat:http://www.ppid.polri.go.id)

g) Merekapitulasi sesuai format daftar informasi dan melakukan penyimpanan
informasi dan dokumen (database) PID serta berita-berita internal Polda Jawa Timur

h) Melakukan pelayanan permintaan informasi dengan melakukan registrasi
permohonan informasi.Mengeluarkan surat pemberitahuan dipenuhinya permintaan
informasi publik atau membuat penolakan terhadap permintaan informasi

i) Melakukan pelayanan keberatan pemohonan informasi publik dengan melakukan
registrasi keberatan dari pemohon informasi, menindaklanjuti keberatan pemohon
informasi publik dan melakukan penyelesaian sengketa informasi publik

j)  Membuat laporan rekapitulasi dalam bentuk tertulis tentang permintaan informasi,
informasi yang diberikan kepada pemohon, penolakan PPID, keberatan pemohon
informasi

k) Melakukan penghapusan (disposal) informasi dan data yang sudah tidak valid, tidak
mutakhir dalam batas waktu tertentu

) Dalam melaksanakan tugasnya, PPID memilki satu Kepala Urusan (Kaur) yaitu
Kepala Urusan Pengelolaan Informasi dan Data (Kaur Pola). Dibantu beberapa
Bintara Humas

m) Operator PPID, yang bertugas melakukan input data yang diterima Pejabat PID ke
dalam data base dan mengunggahnya ke dalam website Polri.

\ 6. Sulawesi Selatan dan Barat

Dari hasil pemantauan yang dilakukan tim KontraS Sulawesi, dapat dicatat pernyataan dari
Kapolda Sulawesi Selatan-Barat (SulSelBar) Inspektur Jenderal Polisi Johny Wainal Usman.
Menurutnya penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Kapolri
Nomor 16 Tahun 2010 mulai diberlakukan sejak bulan Mei 2011. Komitmen Kapolda ini
diwujudkan dengan menyapkan Divisi Humas di Polsek-Polsek sekota Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat dan diharapkan dapat mendorong adanya ruang akuntabilitas kepolisian di
bawah kepemimpinannya.*

14 Informasi dilihat dari Harian Fajar Makassar,Jumat 8 April 2011.
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Di wilayah Polda SulSelBar, PPID terbentuk sejak diterapkannya Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. PPID di Polda SulSelBar
dibantu Pamin PID dan Operator PID. PPID Polda SulSelBar memiliki ruangan khusus yang
dilengkapi satu unit komputer. Untuk di tingkat Polrestabes Makassar, PPID dijalankan
oleh Kasubbag Humas dan dibantu operator PID. Untuk tingkat Polsek di SulSelBar, telah
dibentuk PPID yang dijabat langsung oleh Kasi Humas, namun belum memiliki ruangan
khusus maupun fasilitas komputer.

Pengetahuan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi di Polda SulSelBar baru
pada tahap pelatihan tentang PPID sebanyak dua kali. Pelatihan ini dihadiri calon Kasubbag
Humas dan Pengemban PID Satker, sehingga pengetahuan belum dapat terukur dengan
pasti.

7. Papua

Proses pemantauan dilakukan selama 3 bulan di 4 PPID yakni,PPID Polda Papua,PPID Polres
Paniai, PPID Polres Nabire dan PPID Polres Jayapura. Dari profil yang berhasil dikumpulkan
oleh tim pemantau KontraS Papua, dapat diketahui sejumlah informasi penting menyangkut
keberadaan PPID di Papua. Meski telah ditunjuk Pejabat PPID Polda Papua namun jika
ingin bertanya seputar PPID, umumnya direkomendasikan untuk bertemu dengan Kabid
Humas Polda Papua. Ruang koordinasi dengan Humas Mabes Polri telah dibangun untuk
memudahkan laporan tiap bulan.

Saat ini sudah ada Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Mabes Polri, yang telah
memberikan catatan atas temuan-temuan,khususnya terkait dengan supervisi dan anggaran
di PPID Polda Papua.Namun sayangnya belum ada media online yang bisa menghubungkan
Humas Polda Papua dengan Humas Mabes Polri. Selain itu, kekurangannya lainnya nampak
pada minimnya pertemuan koordinasi antara Humas dan Satker di Polda Papua untuk
melakukan evaluasi pelaksanaan mekanisme keterbukaan informasi publik di wilayah Polda
Papua.t

Dari segi struktur, PPID Polda Papua sudah memiliki struktur namun belum para pengelola
belum memahami substansi dan bentuk pelaporannya. PPID di tingkat Polres sudah ditunjuk
melalui sprint, namun kemudian ada perubahan posisi jabatan. Kekurangan lain yang
nampak adalah dari segi kelengkapan dokumen-dokumen akuntabilitas internal seperti
Standard Operating Procedure (SOP) yang tidak dimiliki PPID Polda Papua.

Dilihat dari segi anggaran, PPID Polda Papua belum memiliki anggaran, mulai dari sisi
anggaran supervisi hingga anggaran pengawasan. Sebelumnya Humas telah mengajukan
kepada Kapolda Papua, namun Kapolda tidak menganggarkan dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sehingga, ketiadaan anggaran ini berefek pada belum
pernah diselenggarakan satu pertemuan evaluasi dari tingkat Polda hingga Polsek.
Selama ini anggaran keseluruhan PPID Polda Papua banyak menggunakan dana humas.
Fleksibilitas akhirnya terjadi dan berpotensi untuk menyalahi anggaran yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan.Meskipun untuk tahun anggaran 2012,dapat mengajukan anggaran
supervisi tanpa ada penyusunan rencana kerja dan pelatihan belum memungkinkan untuk
dilakukan.

15 Ketiadaan ruang koordinasi ini hingga ke tingkat Polres dan Polsek.
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Keterbatasan sarana dan prasarana banyak menjadi kendala utama untuk menghambat
kelancaraninformasi.Kendala infrastruktur ini juga akan mempersulit pola komunikasi antara
Kabid Humas dengan 2 PPID di Polres Nabire dan Polres Paniai (khususnya jika menghadapi
situasi mendesak). Kendala inftarsuktur ini juga meliputi sistem digital informasi (situs
online) yang belum dikembangkan Polda Papua. Selain itu, minimnya akses publik untuk
menggunakan mekanisme keterbukaan informasi di wilayah Polda Papua,amat dipengaruhi
oleh sarana dan prasarana di lapangan, seperti letak ruangan PPID, fasilitas kerja PPID (meja
informasi, perangkat komputer, ruangan unit khusus). Bahkan, sumber daya manusia yang
ditempatkan di Humas Polda Papua hanya berjumlah 11 orang, dari seharusnya 34 orang,
dengan kondisi sebagian besar staf bermasalah dan akan segera pensiun.

l1l. 2. Hasil Pemantauan Materi Media Publikasi Polri

Selain melakukan uji akses informasi dan dokumentasi melalui permintaan secara tertulis
dan wawancara, KontraS juga melakukan pemantauan ketersediaan materi pada media
publikasi yang dimiliki oleh Badan Publik Kepolisian.

Pemantauan dilakukan dengan menggunakan penilaian kisaran angka hasil skoring O - 32
pada lembar monitoring, yang terdiri dari 5 dimensi dan 16 item. Bila informasi tersedia
secara lengkap harus diberikan skor 2, informasi tidak lengkap mendapat skor 1 dan
informasi tidak tersedia mendapat skor O.

Skor tertinggi: 2 x 16 item = 32; Skor terendah: 0 x 16 item =0
Lima dimensi dan 16 item adalah sebagai berikut:

1. Profil organisasi
e Alamat, fax dan nomor telepon
e struktur organisasi: menentukan staf manajemen lini dan unit yang berada di
bawahnya
2.Program dan kegiatan yang berlangsung
e Nama program dan kegiatan
e Sasaran dan penerima manfaat yang ditargetkan
e Anggaran
e Nama narahubung utama termasuk alamat dan nomor telepon untuk program
dan kegiatan
3. Informasi Keuangan
e Total alokasi anggaran untuk tahun 2010
e Rencana keuangan untuk tahun 2010
e Laporan keuangan untuk tahun 2009
e Daftar aset dan persediaan
4. Akses terhadap informasi publik
e Jumlah permohonan informasi publik yang diterima
e Jumlah permohonan informasi publik yang ditanggapi dan ditolak
e Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak (catatan: jika ditandai
dengan angka nol, maka seharusnya dianggap sebagai pengungkapan)
e Alasan untuk penolakan terhadap permohonan
e Prosedur bagi permohonan informasi, narahubung dan rinciannya
5. Peraturan dan kebijakan yang berdampak pada publik
e Daftar UU, peraturan, dan/atau kebijakan yang telah diterapkan atau dalam
proses pengesahan.
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Media publikasi yang menjadi fokus pemantauan adalah website yang dimiliki oleh Mabes
Polri di www.polri.go.id, Polda Metrojaya www.metro.polri.go.id, Polda Papua http://
papua.polri.go.id Polda Sumatera Utara http://sumut.polri.go.id.medanwebsite.com Polda
Jawa Timur http://jatim.polri.go.id Polda Nusa Tenggara Timur http://ntt.polri.go.id Polda
nanggroe Aceh Darussalam www.aceh.polri.go.id dan Polda Sulawesi Selatan dan Barat
www.sulsel.polri.go.id.

Dari hasil pemantauan tersebut, Mabes Polri dan Polda Metro Jaya memiliki website dengan
standar informasi yang paling memadai. Sementara website Polda Aceh dan Polda NTT
tidak menyediakan informasi dengan lengkap, bahkan sebagian besar informasi di halaman
website ini tidak dapat diakses sama sekali.

Informasiyang menyangkut keuangan Polriadalah informasiyang paling minim diungkapkan,
kecuali Polda Sumatera Utara yang mencantumkan Laporan Keuangan Per Lokasi/Satker
TA 2011 saja, selebihnya tidak ada satupun yang mencantumkan laporan keuangan 2010
maupun rencana anggaran 2012.

Kecenderungan informasi yang dipersiapkan untuk pers ataupun informasi yang berita
sifatnya dilengkapi dengan foto-foto kegiatan. Pada halaman website Polda Papua dan Polda
Aceh bahkan sulit ditemukan alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Program
SMS dan Call Center Polri yang baru diluncurkan akan sangat membantu tetapi belum
dapat diukur seberapa banyak yang menggunakannya. Beberapa website mengandalkan
pengaduan online yang jika melihat kepada koneksi jaringan dan kebiasaan berkomunikasi
masyarakat belum banyak yang dapat dan mampu menggunakan fasilitas ini. Profil Kapolda
dan sejarah Polda lebih lengkap daripada staf dalam struktur organisasi Polda setempat.

Akses informasi publik masih sebatas mengumumkan nama Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi, namun tidak tidak semua Polda mencantumkan namanya. Kontak kepada
PPID sama sekali tidak ada dan seluruhnya mengandalkan kontak online. Sementara
prosedur permintaan informasi ke Polri maupun ke Polda dan Polres tidak ada sama sekalli,
atau melalui kontak yang tersentralisasi untuk semua urusan pengaduan dan pelayanan.
Hanya ada 3 website yang memuat Perkap Polri Nomor 16/2010 dan itupun masih dalam
bentuk draf.
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Berikut adalah rekapitulasi hasil pemantauan uji materi layanan informasi di 8 (delapan)
media publikasi (website) Polri:!¢

No. | Lima Jenis Informasi Dasar Menurut UU KIP Tingkat Penerapan

1 Profil Organisasi Tidak Lengkap.

Hanya website Polri dan Polda Metro Jaya
yang melakukan pengungkapan penuh.
Sebagian besar tidak menyebutkan
narahubung, alamat, nomor telepon dan
faksimili

2 Program dan Kegiatan yang Sedang Tidak lengkap.

Berlangsung Hampir seluruhnya tidak secara

spesifik menyebutkan program kerja.
Pengumuman diarahkan pada kegiatan
rutin dalam bentuk berita. Hanya 2 yang
memuat quick wins Polri. Rata-rata tidak
menyebutkan penerima manfaat program,
anggaran program dan penanggung jawab
program

3 Informasi Keuangan Hampir tidak ada yang mencantumkan.

Hanya Polda Sumatera Utara yang
mencantumkan Laporan Keuangan Per
lokasi/Satker TA 2011

4 Akses Informasi publik Tidak lengkap.

Rata-rata hanya mencantumkan Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PID), tanpa
ada perincian mekanisme melakukan
permintaan informasi publik, banyak tanpa
nomor kontak atau alamat email untuk
permintaan informasi.

5 Peraturan dan Kebijakan yang berpengaruh Hampir tidak ada yang mencantumkan.

pada publik Hanya Polri dan Polda Metro Jaya yang

mencantumkan peraturan dan kebijakan
yang terkait dengan tugas dan fungsi
Polisi.

lll. 3. Hasil Pemantauan Respon Pelayanan Publik Badan Publik PPID
di 10 Wilayah

Pemantauan uji akses informasi di Polri difokuskan di Markas Besar Kepolisian di Jakarta, 10
(sepuluh) Kantor Daerah Kepolisian,!” 54 (lima puluh empat) Polres/Polresta/Polrestabes?®
serta di 3 (tiga) Polsek/Polsekta.t? Dalam periode pemantauan uji akses permintaan

16 Hasil lengkap lihat di lampiran tentang Tabulasi Skoring Studi Literatur Informasi Proaktif

17 Polda NAD, Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Timur, Polda NTT, Polda NTB, Polda Papua, Polda Sulselbar, Polda
Metrojaya, Polda Bali dan Polda Maluku

18 Masing-masing : 42 Polres, 10 Polresta dan 2 Polrestabes

19 Masing-masing : 2 Polsek dan 1 Polsekta
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informasi tersebut dilakukan permintaan informasi sebanyak 115 permintaan informasi dan
dokumentasi dengan variasi jenis informasi yang ditujukan kepada 68 PPID di Badan Publik
Kepolisian.

KontraS menemukan tiga hal penting dalam pemantauan yang dilakukan di 10 wilayah,
yaitu :

1. Tipologirespon PPID terhadap permohonan informasi.Respon PPID ini didasarkan
pada standar normatif dari praktek-praktek rezim informasi publik yang ada di
berbagai negeri.

Relasi antara respon PPID dengan tipe Polda.

3. Relasi antara tipologi respon PPID dengan kriteria informasi publik.

Respon Badan Publik Kepolisian Rl atas 115 permintaan berbagai jenis informasi dan
dokumen yang diajukan oleh KontraS sebagai berikut :

diam/tidak ada jawaban

Direkomendasikan/ dialihkan

Ditolak disertai alasan Papua

Ditolak NusaTenggara Timur
B Sulawesi Selatan
Diberi setelah melewati 17 hari kerja...
W JawaTimur

Diberi tidak lengkap setelah keberatan = Jakarta

Diberi lengkap Setelah Keberatan B Sumatera Utara

Diberi Tidak Lengkap H Aceh

Diberi Lengkap

Hﬁﬁ T

Q
u

10 15 20 25 30

Sumber : Pemantauan Uji Akses Informasi, Kontra$S atas 115 Permintaan Informasi

Dari 115 permintaan informasi dan dokumen, hanya 28 permintaan yang diberikan secara
lengkap dan 3 permintaan diberikan namun tidak lengkap. Sebanyak 5 permintaan yang
kemudian direspon setelah diajukan mekanisme keberatan kepada atasan langsungnya,
masing-masing 3 informasi diberi secara lengkap dan 2 lainnya diberikan namun tidak
lengkap. Sebanyak 4 permintaan yang diajukan direspon setelah melewati batas waktu
17 hari kerja, 5 permintaan ditolak oleh PPID dengan disertai alasan, 1 permintaan yang
direkomendasikan/dialihkan karena PPID yang bersangkatan menilai bukan kompentensinya.

Dari jumlah keseluruhan permintaan yang diajukan terdapat 69 permintaan informasi dan
dokumentasi yang tidak mendapat jawaban/diam (mute refusal) dari PPID. Kategori informasi
yang diminta namun tidak mendapat jawaban/diam adalah 44 permintaan terkait dengan
perkembangan penanganan kasus atau perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Dalam
Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2010, informasi ini dikategorisasikan sebagai informasi yang
bukan di kecualikan (Pasal 12 Perkap No. 16 Tahun 2010). Sebanyak 25 permintaan lainnya
yang tidak mendapat jawaban terkait dengan kategori informasi yang wajib diumumkan
secara serta merta (pasal 13 Perkap No. 16 Tahun 2010), Informasi yang wajib tersedia setiap
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saat (pasal 14 Perkap No. 16 Tahun 2010), Informasi yang wajib disediakan dan disampaikan
secara berkala (pasal 15 Perkap No. 16 Tahun 2010).

Dari grafik di atas,ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik.

Pertama, secara normatif bentuk terburuk dari pelayanan informasi publik adalah ketika PPID
tidak menjawab permintaan dan atau diam (mute refusal). Dari 115 permintaan informasi
sebanyak 69 tidak direspon atau diam (60%). Bentuk respon tanpa jawaban secara diam
(mute refusal) adalah merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi informasi.
Jumlah mute refusal dalam temuan KontraS yang mencapai 60% dari total permintaan
memilliki kecenderungan yang serupa dalam survey hak atas informasi publik di 14 Negara
dimana jumlah mute refusal tetap masih tinggi di badan publik bahkan di negara yang telah
memberlakukan UU Hak atas Informasi.?°

Kedua, permintaan yang diterima secara lengkap hanya berjumlah 28 dari 115 permintaan
(24,3%).Angka respon pemberian informasi secara lengkap ini,ternyata memperkuat temuan
serupa dari survey badan publik di 14 Negara yang juga minim memberikan informasi
secara lengkap vyaitu 22 % saja.”!

Ketiga, bila dianalisis berdasarkan wilayah pemantauan, sebagian besar (69) jenis informasi
yang diminta tidak mendapat respon/jawaban dari PPID yang dituju. PPID di wilayah
pemantauan Sumatera Utara diketahui tidak memberi respon/jawaban tanpa alasan atas
permintaan informasi (85,7%): 30 dari 35 permintaan direspon tanpa jawaban secara diam.
Selain itu, wilayah pemantauan di Jawa Timur juga menunjukkan persentase yang besar
(69,6%): 23 dari 33 permintaan direspon tanpa jawaban secara diam. Kedua temuan ini
menunjukkan jumlah persentase yang besar, melampaui persentase total keseluruhan di
7 wilayah pemantauan. Temuan KontraS menunjukkan tidak ada korelasi antara kapasitas
Polda dengan pelayanan informasi publik. Mengingat dari 69 jenis respon yang tidak
dijawab (mute refusal) dari PPID, sebagian besar justru terjadi di Polda-Polda yang memiliki
akreditasi tinggi.??

Kategori informasi yang tidak direspon/tidak mendapat jawaban tersebut seperti Informasi
terkait dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), permintaan
informasi tentang aturan kepolisian,dokumen aturan dan mekanisme pengamanan terhadap
obyek vital, dokumen petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terkait dengan penindakan
terorisme dan SOP penanggulangan terorisme, permintaan informasi dan dokumen terkait
dengan jumlah personel, penggunaan anggaran di setiap Satker, sumber anggaran yang
digunakan setiap anggota satuan kerja atau permintaan informasi terkait dengan program
dan pendanaan di wilayah kerja kepolisian.

Berikut adalah respon PPID berdasarkan variasi kriteria informasi dan dokumen yang
diajukan di tingkat wilayah pemantauan berdasar pada kriteria informasi yang diatur dalam
Perkap Nomor 16 Tahun 2010.

20 Ibid. hal. 38. Empat belas negara itu adalah Argentina, Armenia, Bulgaria, Chile, Prancis, Ghana, Kenya, Macedonia,
Meksiko, Nigeria, Peru, Rumania, Afrika Selatan dan Spanyol. Dari 14 negara tersebut rata-rata mute refusal berjumlah 47%.
Angka tersebut dibagi 2: untuk negara-negara yang memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mute refusal
sebesar 38%; untuk negara-negara yang tidak memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana angka rata-
rata mute refusal adalah 57%.

21 Ibid, hal. 39.

22 Polda Sumatera Utara dan Polda Jawa Timur masuk dalam kategori akreditasi A. Namun dari temuan, kedua Polda
ini tidak memberikan respon sama sekali (mute refusal).
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Wilayah Informasi dan Dokumentasi yang diajukan Berdasarkan Kriteria Perkap Nomor
Pemantauan | 16 Tahun 2010
Informasi yang bukan | Informasi yang wajib Informasi yang wajib
dikecualikan tersedia setiap saat disediakan dan disampaikan
secara berkala
Nanggroe - Permintaan Permintaan informasi - Dokumen satuan kerja dan
Aceh informasi dan dokumen PID, permintaan tersebut
Darussalam terkait dengan mengenai Perkap No. disampaikan kepada Polda
perkembangan 16 tahun 2010 pasal NAD dan direspon
penanganan kasus | 14 tentang prosedur
(SP2HP) yang pemberitahuan

disampaikan ke
PPID Polres Aceh
Selatan (tidak
ada jawaban) dan
Polres Bireun
(diberikan secara
lengkap sesuai
permintaan)

- Permintaan
informasi terkait

perkembangan dan

situasi keamanan
Aceh, disampaikan
ke Polda NAD dan
dijelaskan secara
lengkap dalam
suatu pertemuan/
audiensi

- Permintaan
informasi terkait
implementasi
KIP di kepolisian
Aceh, disampaikan
ke PPID Polres
Banda Aceh dan
dijelaskan secara
lengkap

penyampaian
pendapat di muka
umum. Permintaan
tersebut disampaikan
kepada PPID Polresta
Banda Aceh namun
direkomendasikan
untuk menyampaikan
permintaan tersebut ke
PPID Polda NAD
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Sumatera
Utara

- SP2HP disampaikan

ke PPID Polda
Sumut (4
permintaan

dan tidak ada
jawaban), PPID
Polresta Medan (4
permintaan dan
tidak ada jawaban),
PPID Polres Asahan
(2 permintaan;

1 diberi lengkap
dan 1 tidak ada
jawaban/diam),
PPID Polres
Patumbak (1
permintaan dan
tidak ada jawaban)
dan PPID Polsekta
Medan Timur (1
permintaan dan
tidak ada jawaban)

Dokumen terkait
jumlah pengaduan
masyarakat kepada
P3D dan sidang
kode etik P3D;
disampaikan kepada
21 PPID, dimana 3
permintaan diberi
lengkap dan 18
permintaan tidak
ada jawaban

- Permintaan
dokumen aturan
dan mekanisme
pengamanan oleh
Brimob Polda
Sumatera Utara
terhadap objek-
objek vital di
wilayah hokum
Polda Sumatera
Utara. Tidak ada
jawaban dan tidak
dilakukannya
keberatan oleh
KontraS Sumatera
Utara.

- SOP pengamanan
dan perlindungan
terhadap barang
bukti kejahatan di
wilayah hokum Polda
Sumatera Utara,
Polres/Polresta dan
Polsek-Polseknya.
Jawaban diberikan
dengan jelas sesuai
dengan surat nomor
B/1982/V/2011/Bid.
Humas

- Hasil rapat-rapat pimpinan
kepolisian di wilayah
hokum Polda Sumut
periode Januari-Maret
2011 serta anggaran yang
diberikan di setiap satker
di Polda Sumatera Utara,
Polres/Polresta dan polsek-
polsek di wilayah hukum
Polda Sumatera Utara pada
tahun 2010 dan 2011.
Permintaan dijelaskan
tidak lengkap sesuai
permintaan melalui surat
nomor B/1982/V/2011/
Bid.Humas
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Jakarta,
Bogor,
Tangerang,
Bekasi serta
Bali dan
Maluku

Permintaan
informasi

terkait dengan
perkembangan
penanganan

kasus (SP2HP).
Permintaan
disampaiakan
kepada PPID Mabes
Polri (2 permintaan
diberi lengkap)
PPID Polda Metro
Jaya (4 permintaan;
3 diberi lengkap
setelah keberatan
dan 1 tidak ada
jawaban), PPID
Polresta Tangerang
(1 permintaan
diberi lengkap),
PPID Polda Maluku
(1 permintaan
diberi tidak
lengkap), dan

PPID Polda Bali (1
permintaan tidak
ada jawaban/diam)

Permintaan
dokumen terkait
Perkap dan Protap
berkenaan dengan
demonstrasi dan
pengendalian
huru hara yang
dikeluarkan sejak
tahun 1999-
2009. Permintaan
dokumen
disampaikan
kepada PPID Mabes
Polri (dijawab via
telpon setelah
adanya pengajuan
keberatan, namun
jawaban tidak
lengkap)

Permintaan
dokumen

terkait petunjuk
pelaksanaan/
petunjuk teknis
terkait penindakan
terorime dan SOP
penanggulangan
teroris.
Disampaiakan
kepada PPID Mabes
Polri namun tidak
ada jawaban dan
telah dilakukannya
keberatan.

Permintaan informasi
terkait dengan
pengamanan

GKI Yasmin

Bogor. Permintan
disampaikan kepada
PPID Polresta Bogor
(1 permintaan diberi
tidak lengkap setelah
keberatan)

Permintaan dokumen satuan
kerja dan PPID Polda Metro
Jaya. Permintaan ini direspon
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Jawa Timur

SP2HP disampaikan
kepada PPID Polres
Malang, dijelaskan
lengkap sesuai
permintaan

Permintaan informasi
terkait kasus kekerasan
terhadap komunitas
Syi'ah di Kab. Sampang.
Disampaikan kepada
PPID Polres Sampang
dan tidak ada jawaban

- Permintaan informasi
mengenai PID dan PPID di
Polda Jatim, disampaikan
kepada PPID Polda Jawa
Timur (data tidak ada dan
informasi yang diberikan
dijelaskan tidak sesuai
dengan permintaan)

Permintaan informasi
tentang hasil rapat
pimpinan Polda Jawa Timur
terkait rencana pengawalan
dan penyikapan Surat
Keputusan Gubernur tentang
larangan No. 188/94/
KPTS/013/2011 tentang
larangan aktivitas jemaat
ahmadiyah Indonesia

di Jatim. Permintaan
disampaikan kepada PPID
Polda Jawa Timur, namun
tidak ada jawaban

Permintaan informasi terkait
dengan rencana anggaran
tahun 2011. Disampaikan

ke Polresta Malang dan
dijelaskan lengkap sesuai
dengan permintaan

Permintaan informasi
tentang PPID Polresta Kediri,
tidak ada jawaban

Permintaan informasi
tentang dokumen rencana
kerja, rencana pengendalian
kerja tahun 2011 dan 2010.
Permintaan disampaikan ke
13 PPID di Jawa tengah

Permintaan informasi
dengan program Polmas
tahun 2011, anggaran
program Polmas dan pihak-
pihak yang dilibatkan
dalam program Polmas di
tahun 2011. Permintaan
disampaikan

Permintaan informasi
terkait dengan rencana
kerja, pengelolaan program
dan anggaran Polres TA
2011. PPID Polres Gresik,
Polres Mojokerto, Poltabes
Surabaya, Polres Sidoarjo.
Tidak ada jawaban
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Sulawesi
Selatan dan
Barat

SP2HP disampaikan
kepada Polda
Sulselbar (1
permintaan diberi
lengkap sesuai
permintaan), Polres
Sidrap (1 permintaaan
diberikan lengkap),
Polres bulukumba
(tidak ada jawaban)
dan Polres Maros (1
permintaaan tidak
ada jawaban)

Permintaan informasi
terkait dengan aksi
massa FPl yang
membubarkan kegiatan
jemaah ahmadiyah,
disampaikan kepada
PPID Polda Sulselbar.
Direspon oleh

satker propam Polda
Sulselbar namun tidak
lengkap

- Permintaan informasi

mengenai PID dan PPID di
Polda Sulselbar, disampaikan
kepada PPID Polda Sulselbar
dan diberikan sesuai dengan
permintaan

Nusa
Tenggara
Timur
dan Nusa
Tenggara
Barat

SP2HP yang
disampaikan ke PPID
Polresta Kupang

(3 permintaan; 1
diberi lengkap dan 2
tidak ada jawaban),
PPID Polres TTS (1
permintaan tidak ada
jawaban)

- Permintaan
informasi dan
dokumen kerjasama
PT.Fathi Resources
dengan pemda.
Disampaikan kepada
PPID Sumbawa
Barat (diberikan
lengkap), PPID
Sumbawa Timur
(direkomendasikan
meminta dokumen
ke pemprov NTT)

- Permintaan
informasi dan
dokumen kerjasama
PT Soe Makmur
Resources dan
Pemda. Disampaikan
kepada PPID Polres
TTS (tidak ada
jawaban)

- Permintaan informasi
dan dokumen satuan
kerja dan PID Polda
NTT. Disampaikan
kepada PPID Polda NTT
(dijelaskan lengkap sesuai
permintaan) dan PPID
Polda NTB (tidak ada
jawaban).

Permintaan informasi

dan dokumen terkait
dengan jumlah personil
,penggunaan anggaran
disetiap satker, Sumber
anggaran yang digunakan
setiap anggota satuan
kerja TA 2010 dan
informasi gaji dan
tunjangan setiap pejabat
Polda NTT. PPID Polda NTT,
Permintaan ditolak secara
lisan dengan alasan Polda
NTT tidak berwenang
mengeluarkan informasi
dan dokumen apapun
tanpa disposisi dari
Kapolda NTT.

Diarahkan untuk
permintaan ditujukan
kepada Kapolda dan
tembusan PPID Polda NTT
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Papua - SP2HP kasus Permintaan Dokumen
Opinius Tabuni, terkait dengan Bantuan
disampaikan ke Pengamanan terhadap
PPID Polda Papua. PT. Freeport Indonesia,
Diberi penjelasan disampaikan ke PPID
dalam 21 hari kerja. Polda Papua dan
Tidak dilakukannya direspon dalam 6 hari
keberatan internal. kerja.

- SP2HP kasus
Sarlota Toroby
Waroy, disampaikan
ke PPID Polres
Nabire, tidak ada
jawaban

- SP2HP kasus
Miron Wetipo,
disampaiakan

ke PPID Polres
Jayapura.
Direkomendasikan
ke TNI AD.

Sumber : Pemantauan Uji Akses Informasi, KontraS terhadap PPID di 10 wilayah

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa temuan penting yang bisa disampaikan sebagai berikut:*

1. Permintaan informasi yang tidak dikecualikan, memiliki jumlah persentase rata-rata untuk tidak di-
respon sebesar 68%

2. Permintaan informasi yang waijib tersedia setiap saat justru direspon tinggi, dengan jumlah persen-
tase rata-rata 70%

3. Informasi yang wajib disediakan dan disampaikan secara berkala yang direspon (47%) dan tidak
direspon (53%) nyaris berimbang.

Lebih lanjut, dalam pemantauan ini, variasi kategori informasi yang waijib tersedia setiap saat berupa
dokumen-dokumen tertulis, berupa aturan-aturan internal Polri (Perkap, Protap, SOP, anggaran dll).
Sementara, untuk informasi yang bukan dikecualikan juga memiliki bentuk informasi dan dokumen
yang hampir sama dengan kategori informasi yang waijib tersedia setiap saat, namun variasi informasi
ini memerlukan waktu untuk proses pencarian

23 Definisi dari informasi yang bukan dikecualikan adalah bila ia tidak memenuhi syarat pengecualian sesuai Pasal 17 di Undang-Undang Nomor 14 hun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: tidak menghambat proses penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan, mengungkap identitas infor-
man, pelapor , saksi dan korban), bukan merupakan data inteijen kriminal dan rencana-rencana berhubungan dengan pencegahan dan penanganan
segala bentuk kejahatan transnasional, tidak membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya dan tidak membayakan
keamananperalatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.Definisi dari informasi yang wajib tersedia setiap saat antaralain namun tidak terbatas
pada: hasil keputusan badan publik,seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana proyek, laporan mengenai akses pelayanan
informasi publik (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008).Definisi dari informasi yang wajib disediakan dan disampaikan secara berkala antara
lain namun tidak terbatas pada: informasiyang berkaitan dengan badan publik, kegiatan dan kinerja badan publik dan laporan keuangan (Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008).
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dan pengolahan lebih lanjut. Sehingga tingkat tidak diresponnya lebih tinggi dari variasi
kategorisasi informasi lainnya.

Berdasarkan wawancara dan diskusi kelompokterfokusyang dilakukan tim pemantau Kontra$S
bersama dengan beberapa pejabat tinggi Polri, baik di tingkat Mabes Polri maupun Polda
serta para ahli-praktisi yang banyak mengkaji isu keterbukaan informasi publik, terdapat
beberapa persoalan mendasar terkait pelayanan informasi dalam institusi Kepolisian:**

1.

Sosialisasi Perkap No. 16 Tahun 2010 dan turunan SOPnya hanya terjadi di tingkat
Polda, sehingga pengarusutamaan pelayanan hak atas informasi publik tidak
menyeluruh hingga ke tingkat Polres-Polsek,

Kurangnya supervisi dan pengawasan internal, khususnya dari pihak Polda ke
Polres-Polsek,

Belum adanya optimalisasi kemampuan dan kompetensi sumber daya PPID
hingga ke tingkat Polsek untuk mampu memberikan pelayanan dan pengelolaan
informasi dan dokumentasi publik,

Lemahnya koordinasi antara Divisi Humas dengan PPID wilayah serta PPID

dengan Pengemban Pengelola Informasi dan Dokumen di Satker-Satker untuk
memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik,

Lemahnya pemahaman PPID dan Pengemban PID Satker atas kriteria informasi
dalam Perkap No.l6 Tahun 2010, sekalipun informasi dan dokumen yang diminta
belum melalui uji konsekuensi,

Belum ada pengaturan khusus terkait dengan uji konsekuensi dari informasi yang
dikecualikan dalam Perkap No. 16 Tahun 2010,

Ego sektoral antar Satker untuk memberikan informasi kepada publik,
Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi di wilayah PPID
non Jabodetabek,

Belum ada alokasi anggaran yang memadai bagi pelayanan informasi yang
maksimal.

lll. 4. Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Mengakses Informasi dan

Dokumentasi di Kepolisian.

Berdasarkan pengalaman Kontra$S, terdapat beberapa persoalan mendasar bagi masyarakat
sipil untuk melakukan pemantauan terhadap pelayanan informasi publik dalam institusi
Polri. Persoalan-persoalan tersebut meliputi :

1.

Pemahaman tentang hak atas informasi dan pemolisian belum sepenuhnya
dikuasai oleh masyarakat sipil, misalnya tidak memaksimalkan seluruh tahapan
yang tersedia dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
seperti menggunakan mekanisme keberatan dan sengketa non ajudikasi ketika
permohonan informasi dan dokumentasi yang diajukan tidak direspon oleh Polri.

Belum menjadikan mekanisme keterbukaan informasi publik menjadi pilihan
strategis dari advokasi yang dilakukan.

24

Proses tersebut antara lain adalah Focus Group Discussion di Hotel Ibis Tamarin, 17 Januari 2011, Wisma PGI, 31

Mei 2011, Wisma Bumi Asih, 27 Juni 2011. Ketiganya dilakukan di Jakarta.
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BAB IV : REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pemantauan ini, kami merekomendasikan kepada :

Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1.

Polri harus mempercepat dan memperluas diseminasi aturan-aturan internal Polri
terkait mekanisme keterbukaan informasi publik yang menjangkau seluruh PPID.
Selain itu pelatihan keterampilan memberikan pelayanan informasi kepada publik
juga harus segera dilakukan.

Polri harus memastikan adanya supervisi dan pengawasan internal dalam
pelayanan informasi publik dalam agenda akuntabilitas internal Polri.

Polri harus mengefektifkan ruang koordinasi dan komunikasi antara Divisi Humas
Mabes Polri dengan PPID di kepolisian wilayah serta PPID dengan Pengemban
Pengelola Informasi dan Dokumen di Satker-Satker untuk memberikan pelayanan
informasi dan dokumentasi publik.

Polri harus menyediakan mekanisme khusus tentang uji konsekuensi dari informasi
yang dikecualikan dalam Perkap No. 16 Tahun 2010.

Polri harus memperkuat penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
informasi dan dokumentasi, termasuk anggaran yang memadai bagi pelayanan
informasi publik.

Polri untuk mengintegrasikan seluruh website situs PPID Badan Publik Polri dalam
satu website Polri sehingga mudah diakses oleh publik. Polri perlu membangun
direktori PID yang dilengkapi dengan narahubung serta jenis-jenis pelayanan
informasi.

Polri untuk meningkatkan ruang publikasi pro aktif, seperti website, brosur, papan
pengumuman, forum komunikasi rutin dengan warga, termasuk media sosial untuk
membuka informasi publik.

Komisi Informasi Pusat :

1.

Memperkuat supervisi kepada institusi Polri untuk meningkatkan kapasitas
anggota dan institusi Polri dalam memberikan pelayanan terhadap informasi
publik.

Menginisiasi pembentukan Komisi Informasi Daerah untuk memberikan supervisi
di tingkat Polda dan satuan Polri dibawahnya, sehingga dapat mengefektifkan
mekanisme penyelesaian sengketa informasi di tingkat Komisi Informasi Daerah.

Selain itu, masyarakat sipil harus mempertimbangkan menggunakan mekanisme ini di
dalam kegiatan dan strategi advokasi agar tema tentang hak atas informasi publik dan
pemolisian menjadi agenda prioritas dalam tubuh Polri, untuk memperkuat upaya untuk
melayani informasi kepada masyarakat.
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LAMPIRAN

1. Struktur PPID di Institusi Polri

Mabes Polri

Struktur Organisasi Divhumas Polri

KADIVHUMAS POLRI

UNSUR PIMPINAN
P
URKEU 1
BAGRENMIN
1 1
SUBBAG SUBBAG SUBBAG
REN SUMDA BINFUNG
UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKS STAF
RO BIRO
PENMAS PID
1 | 1 1
BAG BAG BAG BAG BAG BAG
MITRA PENUM PENSAT PRODOK YANINFODOK ANEV
[ ] [ ] [ ]
SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG
- _ SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG
UNSUR PELAKSANA UTAMA
Keterangan:
Biro PID

1. Biro PID merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivhumas Polri,

2. Biro PID bertugas membina dan menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan,
penyajian data dan informasi serta dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan
penyampaian informasi baik internal maupun eksternal Polri,

3. Dalam melaksanakan tugas, Biro PID menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, pengelolaan dan analisa data, informasi dan atau dokumentasi
yang diperlukan guna penyajian informasi yang akurat dan dapat dipercaya
untuk kepentingan internal maupun eksternal Polri;

b. Pengumpulan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang
dapat diakses publik;

c. Penyiapan media dan pendistribusian informasi dan dokumentasi secara luas
sesuai ketentuan perundang-undangan;

d. Pengelolaan informasi pengaduan (public complain) yang menyangkut pelayanan,
pelindungan, pengayoman dan penegakan hukum oleh Polri;

e. Penyelesaian proses sengketa informasi hingga tuntas.
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4. Dalam melaksanakan tugas, Biro PID dibantu oleh:

a.

Bagprodok:

Bagprodok bertugas melaksanakan produksi dan dokumentasi terhadap

kegiatan Pimpinan Polri dalam kegiatan kepolisian lainnya, termasuk peliputan

dan produk bantuan teknis;

Dalam melaksanakan tugas, Bagprodok menyelenggarakan fungsi:

a. Peliputan dan pendokumentasian setiap kegiatan Polri dalam bentuk foto,
rekaman, audio visual serta dokumen lain yang diperlukan;

b. Pelaksana monitoring pemberita media cetak maupun elektronik untuk
kepentingan Polri.

Dalam melaksanakan tugas, Bagprodok dibantu oleh:

1. Subbagdokliput: bertugas menyelenggarakan peliputan dan dokumentasi
kegiatan Polri dan Pimpinan Polri, serta membuat bahan dokumentasi untuk
bantuan teknis penyidikan;

2. Subbagbantek: bertugas menyelenggarakan bantuan teknis untuk produksi
hasil dokumentasi, peliputan dan monitoring media, produksi untuk bantuan
teknis penyidikan, kliping media;

3. Urmin

Bagyaninfodok:

Bagyaninfodok: bertugas menyediakan informasi berupa data/atau dokementasi

yang berkaitan dengan kinerja Polri kepada pemohon informasi publik.

dalam melaksanakan tugas, Bagyaninfodok menyelenggarakan fungsi:

a. Penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Polri untuk
kepentingan publik;

b. Penyediaan Informasi berupa data, informasi dan atau dokumentasi yang
berkaitan dengan kinerja Polri kepada pemohon informasi;

c. Pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon
informasi sesuai permintaan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagyaninfodok dibantu oleh:

1. Subbagpullahinfodok: bertugas mengumpulkan, mengevaluasi dan
melakukan verifikasi terhadap informasi yang berhubungan dengan kinerja
Polri;

2. Subbagsediainfodok: bertugas melayani permintaan informasi dari pemohon
informasi baik secara langsung maupun melalui media yang tersedia.

3. Urmin.

Baganev:

Baganev bertugas menganalisa dan merumuskan data yang termasuk dalam

klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menyusun jadwal uji konsekuensi

terhadap informasi yang dikecualikan tersebut sesuai peraturan perundang-
undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Baganev menyelenggarakan fungsi:

a. Penerimaan pengaduan pemohon informasi publik atas keberatan yang
diajukan;

b. Pengelolaan informasi dan dokumentasi pada tingkat Mabes Polri sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Pusat dan/
atau Daerah serta mewakili satker di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
dan Pengadilan Negeri (PN);

d. Pembuatandan pengkoordinasian pengajuan keberatan,pengajuan sengketa
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kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, Baganev dibantu oleh:

1. Subbagyansengketa: bertugas melayani masalah penyelesaian sengketa
informasi melalui proses mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi atau
melalui PTUN;

2. Subbgyanduan: bertugas melayani masalah pengaduan masyarakat,
baik berupa konsultasi secara langsung maupun melalui media yang

tersedia;

3. Urmin.

Polda
STRUKTUR ORGANISASI BIDHUMAS
KABIDHUMAS
UNSUR PIMPINAN
]
SUBBAG
RENMIN
1
UR UR UR
REN MIN TV
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN/PELAYANAN
1 1
SUBBID SUBBID
PENMAS PID
1 1 1 1
UR UR UR PI.:JL':\H UR UR
PENUM PENSAT MITRA INEODOK LIPPRODOK MONITOR
UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK
Keterangan :

Subbid PID bertugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian
informasi dan dokumentasi, dan melakukan analisa dan evaluasi kegiatan Bidhumas.
(1) Dalam melaksanakan tugas, Subbid PID menyelenggarakan fungsi:
a. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi;
b. Menganalisa dan mengevaluasi kegiatan tugas Subbid PID;
¢. Peliputan informasi yang berkaitan dengan pemberitaan kegiatan Polda;
d. Memproduksi dan mendokumentasikan informasi berkaitan dengan kegiatan
Polda; dan
e. Pemantauan hasil peliputan dan penyajian informasi kegiatan Polda.]
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(2) Dalam melaksanakan tugas, Subbid PID dibantu oleh:

a. Urusan Pengumpulan dan Pengolahan Informasi dan Dokumentasi
(Urpullahinfodok), yang bertugas menyelenggarakan pengumpulan dan
pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi;

b. Urusan Peliputan, Produksi, dan Dokumentasi (Urlipprodok), yang bertugas
melaksanakan peliputan, produksi,dan dokumentasi; dan

¢. Urusan Monitoring (Urmon), yang bertugas menyelenggarakan monitoring.

Il. Tabulasi Skoring Studi Literatur?

No | Nama Institusi dan website yang Total Keterangan
direview Skor
1 | Kepolisian Negara Republik 10 Informasi yang diungkapkan melalui website
Indonesia adalah:

www.polri.go.id 1. Profil organisasi tercantum seluruhnya.

2. Peraturan dan kebijakan yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi
polisi tercantum seluruhnya

3. Untuk program dan kegiatan yang
berlangsung yang dicantumkan adalah
kegiatan rutin dan penerima manfaat
kegiatan rutin

4. Akses terhadap Informasi Publik: hanya
mencantumkan Perkap No.16/2010
dan Pejabat PID

Sedangkan informasi yang masuk dalam
standar KIP tapi tidak diungkapkan dalam
website adalah:

e Informasi keuangan tidak
diungkapkan seluruhnya

e Akses terhadap informasi publik
tidak mengungkapkan jumlah
permohonan informasi yang
diterima, jumlah permohonan
informasi yang ditanggapi, jumlah
permohonan informasi yang
ditolak, alasan untuk penolakan
permohonan, prosedur permohonan
informasi dan kontak langsung ke
PID

1 Bentuk penilaian ini dikembangkan oleh Article 19 dan Yayasan Tifa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.
1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Lebih lanjut dapat melihat publikasi: Kemitraan Australia Indonesia,
Bappeda NTT, Article 19, Yayasan Tifa, Laporan Penelitian - Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Jakarta: November 2010 Lampiran hal. 63-70.
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Polda Metro Jaya
www.metro.polri.go.id

10 Informasi sesuai standar KIP yang
dipublikasikan melalui website yang
direview adalah:

1. Profil organisasi tercantum sepenuhnya.
Ada sms kapolda di no. 02189540220 .

2. Program dan kegiatan yang
berlangsung: Sasaran Prioritas Polda
Metro Jaya tanpa menyebutkan tahun,
penerima manfaat pada kegiatan
rutin di halaman website, kontak
untuk kegiatan rutin tapi bukan untuk
program

3. Peraturan dan kebijakan yang terkait
pada tugas dan fungsi Polisi tercantum
sepenuhnya dnegan memuat link ke
website secretariat negara dan memuat
draft perkap no.16/2010 serta UU
Kepolisian No.2

4. Akses terhadap informasi publik
hanya mengungkapkan Pejabat PID di
Lingkungan Polda Metro Jaya

Sementara informasi sesuai standar KIP
yang tidak diungkapkan adalah:

1. Program dan kegiatan yang sedang
berlangsung

e Anggaran dan nama kontak person

e Program kerja yang lebih spesifik dan
waktunya

2. Informasi Keuangan
e Sama sekali tidak tercantum

3. Akses terhadap Informasi Publik tidak
mengungkapkan jumlah permohonan
informasi yang diterima, jumlah
permohonan informasi yang ditanggapi,
jumlah permohonan informasi yang
ditolak, alasan untuk penolakan
permohonan, prosedur permohonan
informasi dan kontak langsung ke PID
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3. Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah Papua
http://papua.polri.go.id

Informasi sesuai standar KIP yang
dipublikasikan melalui website yang
direview adalah:

1. Profil organisasi:
e Struktur organisasi dan kontak
pengaduan online.
2. Program dan kegiatan yang sedang
berlangsung:
e Program quick wins Polri dan kegiatan
rutin Polda di halaman website

e Sasaran penerima manfaat pada
kegiatan rutin bukan program kerja

Sementara informasi sesuai standar KIP
yang tidak diungkapkan adalah:

1. Profil organisasi
e Tidak ada kontak,alamat dan nomor
telepon yang terpampang di website.
2. Program
e Program Kerja yang resmi dilakukan
tidak disebutkan. Anggaran dan
nama kontak person, sama sekali
tidak dicantumkan
3. Informasi Keuangan tidak tercantum
sama sekali

4. Akses terhadap Informasi Publik tidak
tercantum sama sekali
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Kepolisian Negara Republik

Indonesia Daerah Sumatera Utara dipublikasikan melualui kedua dokumen

http://sumut.polri.go.id.
medanwebsite.com

4 Informasi sesuai standar KIP yang

yang direview adalah:

1. Profil organisasi: contact berupa call
center POLRI 112 dan sms POLRI 1120,
serta struktur organisasi tanpa nama
staf

2. Program dan kegiatan yang sedang
berlangsung: berisi kegiatan rutin dalam
halam fungsi pembinaan dan fungsi
operasional

3. Informasi Keuangan: Laporan Per
Lokasi/Satker TA 2011

Sementara informasi sesuai standar KIP
yang tidak diungkapkan adalah:

A. Profil organisasi: tidak ada telp, alamat,
fax, struktur organisasi tanpa nama staf

B. Program: tidak ada program kerja, tidak
tercantum Penerima manfaat, anggaran
dan nama kontak person

C. Informasi Keuangan: tidak tercantum
total alokasi anggaran untuk 2010,
Laporan keuangan 2010, Daftar Aset
dan persediaan. Rencana keuangan
tahun 2011

D. Akses terhadap Informasi Publik
e Sama sekali tidak tercantum
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5 | Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah Jawa Timur
http://jatim.polri.go.id

Informasi sesuai standar KIP yang
dipublikasikan melalui website yang
direview adalah:

1. Profil organisasi: pengaduan online,
kontak langsung polres,dan pengaduan
sms dengan kirim ke 1120 ketik JATIM

2. Program dan kegiatan yang sedang
berlangsung: ada di setiap link polres
yang dicantumkan dengan sasaran dan
penerima manfaatnya.

Sementara informasi sesuai standar KIP
yang tidak diungkapkan adalah:

1. Profil organisasi: tidak tercantum alamat,
telp, fax polda dan struktur organisasi

2. Program: Tidak tercantum anggaran dan
nama kontak person

3. Informasi Keuangan: Sama sekali tidak
tercantum

4. Akses terhadap Informasi Publik: Sama
sekali tidak tercantum

5. Peraturan dan Kebijakan yang terkait
dengan tugas dan fungsi Polisi: sama
sekali tidak tercantum

6 | POLDA Nusa Tenggara Timur
http://ntt.polri.go.id

Informasi sesuai standar KIP yang
dipublikasikan melalui website yang
direview adalah:

1. Profil organisasi: alamat, dan nama
moderator Alvin di bagian CONTACTS.
Juga Call Center Polri 112, dan SMS Polri
1120

2. Program dan kegiatan yang sedang
berlangsung: kegiatan rutin di halaman
pelayanan

Sementara informasi sesuai standar KIP
yang tidak diungkapkan adalah:

1. Profil organisasi: Tidak tercantum telp.,
Fax,dan struktur organisasi

2. Program tidak mencantumkan penerima
manfaat, anggaran, dan contact person
per kegiatan

3. Informasi Keuangan: Sama sekali tidak
tercantum

4. Akses terhadap Informasi Publik: Sama
sekali tidak tercantum

5. Peraturan dan Kebijakan yang terkait
tugas dan fungsi Polisi: sama sekali
tidak tercantum
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Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah Aceh
www.aceh.polri.go.id

1 Informasi sesuai standar KIP yang
dipublikasikan melalui website yang
direview adalah:

1. Profil organisasi: alamat Bidang
Telematika Polda Aceh Gedung Mapolda
Lt.Il JL. TNyak Arief,Jeulingke, Banda
Aceh

Sementara informasi sesuai standar KIP
yang tidak diungkapkan adalah:

1. Profil organisasi: Tidak tercantum
telpon, Fax, dan tidak dapat diakses
struktur organisasi

2. Program tidak mencantumkan penerima
manfaat, anggaran, dan contact person
per kegiatan

3. Informasi Keuangan: Sama sekali tidak
tercantum

4. Akses terhadap Informasi Publik: Sama
sekali tidak tercantum

5. Peraturan dan Kebijakan yang terkait
tugas dan fungsi Polisi: sama sekali
tidak tercantum

Sebagian besar halaman website tidak
dapat diakses kecuali breaking news,
pengumuman dan berita di badan website.
Polres yang dicantumkan hanya namanya
saja tidak ada informasinya.
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& | Kepolisian Negara Republik
Indonesia DaerahSulawesi
Selatan dan Barat
www.sulsel.polri.go.id

Informasi sesuai standar KIP yang
dipublikasikan melalui website yang
direview adalah:

1. Profil Organisasi : JL. Perintis
Kemerdekaan km 16 Makassar 90241

Informasi sesuai standar KIP yang
dipublikasikan melalui website yang
direview adalah:

1. Profil organisasi: alamat

2. Program dan kegiatan yang sedang
berlangsung: dalam bentuk program
bijak prioritas Kapolda Sulselbar dan
program quick wins Polri.

3. Akses terhadap Informasi Publik:
mencantumkan PID di lingkungan Polda
Sulselbar

Sementara informasi sesuai standar KIP
yang tidak diungkapkan adalah:

1. Profil organisasi: tidak tercantum telp,
fax polda dan struktur organisasi

2. Program: Tidak tercantum penerima
manfaat dan sasaran,anggaran, dan
nama kontak person

3. Informasi Keuangan: Sama sekali tidak
tercantum

4. Akses terhadap Informasi Publik:
tidak tercantum jumlah permohonan
informasi yang diterima, jumlah
permohonan informasi yang ditanggapi,
jumlah permohonan informasi yang
ditolak, alasan untuk penolakan
permohonan, prosedur permohonan
informasi dan kontak langsung ke PID

5. Peraturan dan Kebijakan yang terkait
dengan tugas dan fungsi Polisi: sama
sekali tidak tercantum

Website di tulis secara naratif panjang lebar
sehingga sulit mencari inti dari informasi
yang diberikan. Tidak ada keterangan yang
dapat membantu pengakses website untuk
mencari informasi dengan cepat dan efisien.
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M. Contoh Surat-surat Pengajuan Informasi dan Respon dari Polri

l1l.1. Surat permohonan informasi dan dokumentasi serta respon PPID yang cukup baik
jawabannya

& . ‘,g
Sekretarial :J| Raya Sentani No. B5 B, Depan Pangkalan Uk Padang Buian

TipfFax {0967) 582036 Padang Bulan Abepura Papua
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Emall kontras papua@vahoo com
{The Cammission for Disappearances and Victims of Vielence)

Nomor : 010/5K-KontraS Papua/IV/2011

Hal Permintaan €] n anan terhadap PT. Freeport Indonesiz

Kepada Yang Terhormat

Kapoida Provinsi Papua

Inspektur Jenderal (Pol.) Bekto Suprapto
Di

Tempat

Salam Sejahtera,

Dengan diberlakukannya Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi Publik di
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dengan surat ini kami Komis! Untuk Orang

Hilang dan Korban tindak Rekerasan (KontraS ) Papua hendak mengajukan permintaan dokumen,
sebagal berikut :

1. Dokumen terkait dengan bantuan pengamanan polri terhadap objek vital PT: Freeport di Timika
2. Seperti apa bentuk bantuan pengamanannya?

3. Kontribusi perusahaan setiap bulannya terhadap t‘sgerasional pengamanan kepada Polda
Papua/ anggota Polri?

Denukian permintaan dokumen ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

+ Jayapura, 12 April 2011

Tembusan :
1. Kapolri
2. Irwasum
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ot S
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH PAPUA

Jalan Dr. Sam Ratulangi 8, Jayapura 99111 Jayapura, 19 April 2011
Nemer B/ TP 11V /2011
Klasifikasi cBIASA
Perihal * Dokumen Pengamanan
PT_Frecport Indonesia di Timika. Kepada

Yth, Koordinator Badan Pekerja
Kontras Papua

d

JayapuuTa

Rujukan Surat Keerdinater Badan Pekerja Kentras Papua Nomor * 810 / SK-Kontras
Papua / IV / 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Permintaan Dokumen terkait
bantuan Pengamanan terhadap PT. Freeport Indonesia

Disampaikan kepada tersebut alamat bahwa pengamanan terhadap Obyek Vital
Nasional PT. Freeport Indenesia dilkasanakan eieh TNi dan Pali, dan satiap
4 (empat) bulan sekali diadakan rolling / pergantian personel

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini dikirimkan Dakumen terkait
pengamanan Obyek Vital Nasional PT. Freeport Indonesia sebagai benkut :

a

Jumlah personel pengamanan sebanyak 635 orang, dangan rincian
sebagai berikut -

1) Polda Papua sebanyak 50 orang

2) Pelres Mimika sebanyak 62 orang

3) Brimob Den A Jayapura sebanyak 35 orang

4) Brimeb Den B Timika sebanyak 141 orang.

5) Bnmoeb Mabes Polri sebanyak 180 orang.

6) TNI sebanyak 160 orang.

Bentuk bantuan pengamanan yang dilaksznakan oleh Satgas pengamanan
di.PT. Freeperl antara lain :

1) Pengawalan.

Z) Patroli.

3) Pengamanan RPU .

Kontribusi perusahan sefiap bulan yang diberikan kepada Satgas
pengamanan (anggeta Polri dan TNI) sebesar Rp. 1250.000,- / perorang
(langsung diberikan ke anggota pengamanan eleh Manajemen PT Freepaort)

/4 Adapun
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29}

4, Adapun daftar personel yang melaksanakan tugas pengamanan PT Fresport
Indenesia sebagaimana Surat Perintah (Sprin) terlampir
5. Demikian untuk menjadi makium.
Tembusan

1
~
<
1
ol

Kapolda Papua.
Irwasda Polda Papua.
Kabid Humas Polda Papua
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111.2. Surat permohonan informasi dan respon PPID yang mengalihkan jawaban.
Kontras Jakarta - warga Papua

Sekretariat :

JI. Borobudur No. 14, Menteng
Jakarta 10320 - Indonesia

Phone : +62.021.3926983, 3928564
Fax. :+862.021.3926821

KontraS

Email : kontras_98@kontras.org
Mcnmmsijsl'ﬂmlli(n mﬂ:ﬂg”;::mmu mnm m:g http  © /lwww.kontras.org
o = e e
No : 496/Sk-KontraS/VIII/2011
Hal : Permohonan informasi penanganan kasus atas dugaan Penangkapan

Sewenang-Wenang, Tindakan Penyiksaan dan Intimidasi yang dilakukan oleh
Sejumlah Anggota Polres Jakarta Pusat terhadap sejumlah warga Papua di
Mess Papua, Jakarta Pusat

Kepada Yth.
Brigjen.Pol.Drs. Dzaenal
Karo PPID Mabes Polri
Di

Tempat

Dengan hormat,
Semoga Bapak selalu diberi kemudahan dalam menjalankan tugas.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekeraran (KontraS) bermaksud
mengajukan Permintaan informasi terkait penanganan kasus atas dugaan
Penangkapan Sewenang-Wenang, Tindakan Penyiksaan dan Intimidasi yang
dilakukan oleh Sejumlah Anggota Polres Jakarta Pusat yang terjadi pada tanggal 28
Mei 2011.

Keluarga korban bersama KontraS telah melaporkan dugaan tindakan Penangkapan
Sewenang-Wenang, Tindakan Penyiksaan dan Intimidasi yang dilakukan oleh
Sejumiah Anggota Polres Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 07 Juni 2011 dengan
Nomor: STPL/202/VI/2011.

Berkaitan dengan hal diatas, maka kami bermaksud meminta informasi tentang:

& Pemeriksaan para anggota kepolisian yang diduga melakukan
penyalahgunaan kewenangan yang diikuti dengan penyiksaan dan tindakan
intimidasi lainnya.

2. Jikapun proses pemeriksaan tersebut telah dilimpahkan ke proses
persidangan internal, maka kami juga bermaksud meminta informasi proses
perkembangan terhadap persidangan internal tersebut

3. Jikapun proses persidangan internal tersebut telah selesai, maka kami
bermaksud meminta berkas-berkas persidangan dan dokumen putusan terhadap
para terperiksa.

Permintaan informasi ini menjadi bagian dari bentuk akses masyarakat sipil terhadap
aksesnya terkait informasi perkembangan kasus yang dimiliki oleh Badan Publik
yang domainnya dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Oleh karena itu, berbasis
pada UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka
KontraS bermaksud mengajukan permintaan informasi tersebut diatas.
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Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terimakasih.

Jakarta, 22 Agustus 2011
Badan Pekerja KontraS

Sri Suparyati, SH
Kadiv Hukum dan HAM

Cp: Bustami, 0896-3757-4963

Tembusan:
1. Kabid Humas Mabes Polri
2. KIP
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FROM :TAUDH DIV HILMRS FRX NO. 1E217218141

LY

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI PROFES| DAN FENGAMANAN
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Bary, Jakerta 12110

Namar . B/ 63Y b 71X/ 2011/ Divpropam
Klasifikasi: BIASA

Lampiran: -

Ferihal : surat pemberitzhuan perkembangan
: hasil pemeriksaan Propam {BP2HP2-1)

1. Rujukan:

Sep. 14 2811 29:1278M P2

Jakarts, & September 2041

Kepada

Yih YULIUS SANGGENAEA,
Ji. Kapu Salatan No. 85 Rt,
002 / 009, Kemayoran,
Jakarte Puaat

i
Jskana

& Laporan Polisi Nemor © LPr202/nvIi2011 tanggal 07 Juni 2011 an YULIUS
SANGCGENAFA, alamat JI. Kepu Selatan No.38, Rt. 062 / 008, Kemayoran, Jakarta

Pusat,

b. Surat dan Badan Pakera Konfras No. A86/3k-KontraSVINA2011 tangge! 22 Agustus
perhal Pemmohanan Informasl penanganan kasus dugasn penangkapan sewsnang-
wanang, tindakan penyiksaan dan Intimigasi vang dilaiukan oleh sajumiah Anggota

Polres Jekpus;

G. Nota dinas Kadivhumas Polri Nomor BIND-854/1X/2011/Humas tanggal 05 September

2011 perihai permintean dats;

d. Surat Kadivpropam Poir Nemor : R/488-b/VI/2011/Divpropam tanggal 14 Juni 2011,

Parital Laporan Patigl a.n. YULIUS SANGGENAFA

tentang arogansi.

"2 Sehubungan dengan nujukan terasbut di atas, disampaikan kepada saudara hahwa
Divpropam Polfi lelah menerima Laporan Polisi a n. YULIUS SANGGENAFA dan telsh
diteruskan ke Bidpropam Polda Metro Jaya untuk diiindaklanjuti,

& Berkaltan dengan butir satu den dua di atas, dibertanuksn bahwa Bidpropam Polda Metro

Jaya akan memberikan jawaban surat pemberitahuan perkembangan hasil pemericsaan

Pronam (SP2HF2) dan selenjutnya apabila ags

informasi yang ingin disampaixan

diparsilahkan untuk menghubungi Bagian Pelayanan Fengaduan Divpropam Soii di nomar

telepon (021-7218615),
4. Demikian untuk manjadi maldum.

an
A4
Tembusan: f tf") KE
1. Kapolri, % 7
2. lrwasum Polri, \ ,.i
3. Kapolda Metro Jaya. e %
4. Kabidpropam Polda Metro jaya i
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Sekretariat :
JI. Borobudur No. 14, Menteng
Jakarta 10320 - Indonesia

Fax. :+62.021.3926821

Coinmission For The Disappeared and Victims of Violence http  : [lwww. kontras.org

Phone : +62.021.3926983, 3928564

Email : kontras_S&@koniras.org

No.
Hal

Kepada Yang Terhormat :
PPID Polda Maluku
Di Tempat

Salam Sejahtera,

KonuaS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) telah melakukan
pendampingan hukum terhadap 22 orang terdakwa yang ditudubkan melakukan
pemufakatan jahat terkait pengibaran bendera RMS pada sekitar bulan Agustus 2010.
Hingga saat ini mereka masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Terkait hal tersebut, KonuaS selaku pendamping mencatar adanya dugaan tindakan
penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di lapangan. Catatan
tersebut telah KontraS dan keluarga rerdakwa sampaikan langsung pada tanggal 26 Oktober
2010 ke Propam Polda Maluku. Pelaporan tersebut dilakukan _oleh isteri para tahanan atas
nama Maryani Pattipeiluhu, Yunus Markus, Yosep Louhanapessy dan Ishak Supusepa.

Tindak lanjut atas pelaporan tersebut, telah diperoleh beberapa perkembangan di lapangan
sebagaimana disampaikan oleh Kasi Propam Polres Ambon & P. Lease; Iptu. A.Titaley saat
pertemuan dengan KontraS pada 28 Januari 2011. Kasi Propam Polres Ambon & P. Lease
tersebut menyatakan bahwa Polres saat ini telah selesai memberikan usulan hukum
terhadap berkas yang dibuat oleh tim Propam Mabes yang sebelumnya telah dilimpahkan
dahulu ke Polda Maluku. Berkas yang diajukan hanya untuk dua terdakwa : Santos
(Penyidik Polres) dan Frans Siahaya (Wakapolsek Saparua). Menurut penjelasannya, berkas
usulan hukom ini akan dikirimkan oleh pihak Polres kepada Polda Maluku, lalu Polda akan
kirim ke Mabes Polri. Setelah ada petunjuk kemudian sidang digelar di Polres Ambon
karena Angkum ada di Polres. Kasi Propam Polres Ambon dan P. Lease juga menyatakan
bahwa sidang Propam ini dapat diakses oleh publik, dimana para terdakwa (mereka yang
diduga terkait dengan keterlibatan RMS/pengibaran bendera RMS) juga akan dipanggil
untuk dimintai keterangan termasuk para keluarga terdakwa.

Terkait dengan perkembangan/informasi terakhir yang kami peroleh tersebut, maka
Kontra$ selaku kuasa hukum para terdakwa bermaksud menanyakan tentang tindaklanjut
proses persidangan, khususnya waktu persidangan bagi kedua terdakwa (kapan persidangan
akan digelar).
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDORNESIA

‘ DAERAH MALUKU
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT Ambon, 4 agal 2011
Neszir CB/AS Ay 201 1 anas

Lampiran < 1 {53k Embar
Parihal : Jeweban surat kontras tentang perminigay
Infirmens  Perkembang  Proses Hukam .
Anggots Kepolisisn  vang  Diduge
« melmpear Kode Btik dan Propes: peda

l.asuf Di Malgk, LoEeda

Yth. BAOAN PELERJA KONTRAR
di

L s Surat e 2 'ckerja Kontras Nomior : 161/SE Keontras/IT/201 § @an 1gal 29 Maret 2011 perihal
nevniniasn 1od mmasi perkembangan proses hukum anggota Kegois. VAR delbss dimsimigom
SLLo B fop Profad! o ¢ o us di Malulm,

2. BebMbuage: Moaged Gt comesiuf dineas bersama ini dissmnsiloan kepade Radan Pekena Kosras
haiwis s o« % grimean Kode Etik dan Profesi yang ditangami para Propam Polde Maluku adalah
sepanyak S (fime goses {arampin),

3. Dasieidi waiud, m&:,ia:!i makium,

l
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" DATAH MALUKY
BIDANG HUBJNGAN MASYARAKAT

KASUS-KASUS PEL ANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLR
YANG DITANGANI OLEH BID PROPAM POLDA MALUKU Ta: A

1. Laporan Polisi Nomoi . LP/O3/1/2011/Bid Propam tanggal 02 Januari 201.. Terperksa adaleh
Leonard Yesayas Ranguli Nep. 86050968, Kesatusn Bintara Sut Brimob Polds Maluk., melanggar
pesal 14 ayat 1 huruf ( b) PP RINo. 1 tahun 2003, kesusnye sementsra dalam proses.

2. Laporan Polisi LP/G5//Z01 1/Bid Propam, tanggal 12 Jenvar 2011, Terseriksa adalak ERWIN
SANDRO FURBA Nrp.820B0935 Kesgtuan Bintara Dit sabara Polda Malukn melgngpar pass) 14
ayat 1 huruh () PPRJ No. | tahun 2003 Kasusnys telah disidangkan , hasilava adelsh PTDH
( pemsecaten )

3. LE/6/72011/Bid Propam, wnggzl 12 Japuari 2011 terpaeriksy STENT Y SOPACUAPERU Baipda
Nrp 85081546 Binmtara sabara Polda Maliku pasalvang dilanggar adiiah pasal 14 ayat (1: haruf (8)
PIRY Fawmae | takum 1002 teloh disidangokon hacilnye PTOS ( prmerstan }

4. Laporen Foiisi Nomor. LP 214112011/ Bid Propam tanggal 4 Maret 2011, HARIANTO
METARILA Kesatuan st Brimob Polda Malukn Melangpar pasa 14 ayai | huruf (b )} PPKI Nemoe
1 tahun 2003 Kasnsrya sementara dalam rwoses. ’

5. Laporan Polisi Nomor' LP/24/11/2011/Bid Propam terperikse VURAIDIN Kesatuan Buatera i
Polair Polda Maluku, pasal yang dilanggur 14 ayat 1 huruh (2) P} R Nonior | tabun 2002 kasusnya
sementara dalam proses. :

il 2011
spuzj.)n MALUKY )

L ; '
: ____.-—'-“"'_-_F-'
AUWAE, SH, S 3tMk
BESAR POLISENRI 4] 0058
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KEPOLISIAK NEGARA REPUBLIK iINDONESIA
DAERAH MALUKU
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT Amban  OF Aprl 2011

Nofror CRSO08 7V 72011 Humas
Kiasifikasi - BIASA
Lampiran -
Periha!  Jawaban Atas Surat Permintzan Koniras
Tanggal 29 Maret 2011 Kepada

Yih.  BADAN PEKERIA KONTRAS
D
- dakads

1. Rujukan Surat Badan Pekerja Kontras Nomor @ 161/ SK- KONTRAS/ fil / 2011, tanggal 29
Maret 2011, periha! permintean Informasi perkembangan uroses  hukum anggots
Kepaolisian yang didugs melanggar Kade Elik dan Profesi pada kesus di Maluka.

2. Adapun igi surat dari Badsn Pekerja Kontras pada garis bersarnya meneranghan tentang
berkas periara dari Terperiksa Santos dan Frans Siahaya,

3. Sehubungsn dengan point nomor 2 {dua) tersebut di atas, setelah kaml selzky Kabid
Humas Paldz Malukn meikikan konminasi dsngan pihak ¥asi Bropam Rolrac Ambon
dan PP Lease, maka jawaban yang kam: terima adalzh sebagai berikut ;

# Berkas perkara dikisim dari Mabes Poiii ke Poida Maluku, dari Polds Maluku berkas
perkara dikiim ke Polres Ambon dan P.P Lease umuk diketahu,

b. Dispasisi Kapolres P. Ambon dan P.P°. Lease kepads Kasi Propam Peires P. Ambon
dan PP, Lease supays dapat membust saran pendapat hukum ke Bid Kum Polda
Maiuky,

o. Berkes Perkara tersebut dari Bid Kum kirimkan kembali ke Polres Ambion dan P. £
Lease uniuk diperbaiki, setelah berkas verkara tersebut diperbaiki, maka berkas
perkara tersebut dikinmkan ke Bid Propam Polda Maluku.

d. Dari Propam Poida Maluku berkas perkara fersebut dikirimkan ke Mabes Polrd uniuk
diperbaikinys berkas perkars tersebut.

e Sampsai dengan sekarsng berkas perkarz bslum ada pengimannya kembali ke
Kapolres P. Ambon dan P.P. Lease sebagai ankun darl kedua anggota ierperiksa
tersebust untuk disidangkan.
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4. Demikian unfuk menzd) makhm.

g[,u -

T e

CATTT U REWAE sH, 5.5tMk

JrRL "'r:'imr SAR POLIST NRP 26120388
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111.4. Surat permohonan informasi dan nota keberatan yang diajukan - GKI Taman Yasmin

Sekretariat :

JI. Borabudur No. 14, Menteng
Jakarta 10320 - Indonesia

Phone : +62.021.3926983, 3928564
: Fax. :+62.021.3926821

Kemisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan sl i
bl b e Victos of hitp @ flwww.kontras.org

i
No.  :162/SK-Kontra$/INl/2011
Hal  :Permintaan Informasi terkai

Salam sejahtera,

Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pemantauan
terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan cleh sekelompok masyarakat terhadap Jemaat GKI
Taman Yasmin Bogor Jawa Barat. Dalam pemantauan tersebut, kami memandang peranan Polri
sangat besar terutama dalam ‘memberikan pengamanan dan perlindungan kepada publik,
Ihususnya kepada Jemaat GKI Taman Yasmin.

Sebagai lembaga masyarakat yang melakukan pendampingan terhadap korban dan mendorong
reformasi Polri, kami memandang penting untuk melakukan pemantauan ini sebagai bahan kajian
dalam menelaah model operasi pengamanan yang dilakukan oleh Polri dalam situasi seperti ini.

Dalam konteks pengamanan yang dilakukan oleh Polri terhadap situasi di GKI Taman Yasmin
Bogor serta sesuai berdasarkan semangat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, maka

1. Apakah dalam pengamanan terhadap ibadah yang dilakukan oleh GKI Taman Yasmin
diberlakukan operasi khusus?

2. Berapa banyak personil yang dilibatkan dalam operasi pengamanan tersebut?
3. Siapa pengendali operasi pengamanan?
4, Bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak terkair dalam pengamanan ini?

5. Berapa anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengamanan ini serta dari mana saja
sumber anggaran yang didapat?

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 29 Maret 2011
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Sekretariat :
JI. Borobudur No. 14, Menteng
Jakarta 10320 - Indonesia

A R Phone : +62,021.3926983, 3928564
- Fax. :+62.021.3926821
Komisi Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Email : kontras_98@kontras.o
Commission For The Disappeared and Victims of Violenge hitp  : Hwww.kontras.org =
e =

No : 294/SK-KontraS/V/2011

Lamp : | (satu) berkas

Hal - Penvampaian Keberatan Sehubungan Permohonan Informasi Pengamanan GKI Taman
Yasmin Bogor

Kepada Yth.
AKBP Hilman
Kapolresta Bogor
Di

Tempat

Dengan hormat,

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mengirimkan surat kepada
Kepolisian Resort Kota Bogor dengan nomor surat : 162/SK-KontraS/IT/2011 tertanggal 29 Maret 2011
terkait dengan permintaan Informasi Pengamanan di GKI Taman Yasmin Bogor Jawa Barat, sebagaimana
terlampir.

Namun hingga hari ini, informasi yang kami butuhkan sebagaimana yang telah kami ajukan tersebut
belum mendapatkan tanggapan dari PPID Polres Bogor.

Oleh Karena itu, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengajukan
keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU No 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi
Publik, yang menyebutkan : Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara
tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut : c. tidak
ditanggapinya permintaan informasi;

Kami berharap agar Kapolresta Bogor dapat mempertimbangkan keberatan yang kami ajukan ini.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 12 Mei 2011
Badan Pekerja

Tembusan Kepada Yth.
1. PPID Polda Jawa Barat
2. PPID Mabes Polri
3. PPID Polresta Bogor
4. KIP
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Kontra$, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah
organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah
terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-
HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun
masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah.
Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telefon dari
masyarakat.Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan
pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM.

Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah
lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang
terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto
mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah
komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.

Dalam perjalanannya Kontra$S tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang
secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan
yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timot-Timur maupun secara horizontal seperti di
Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen
dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia
sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya
untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan
civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan
guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistim dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil
serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-
prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini
bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh
menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok
sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya.

Visi

Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip
rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi
manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender.

Misi

Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan
terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari
penyalahgunaan kekuasaan negara.

Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan
pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban
negara.

Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan
dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Nilai-nilai Dasar

Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsip-prinsip antara lain adalah non-partisan dan
non-profit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadilan
sosial.
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Y AY A S AN

TTFA

DEMOKRATISASI yang mulai berjalan seiring dengan jatuhnya rejim Soeharto, meninggalkan banyak
pekerjaan.Salah satu yang dianggap penting adalah dengan mendorong Indonesia dan masyarakatnya
menjadi lebih terbuka, tidak lagi tertutup seperti yang terjadi pada masa rejim sebelumnya. Dan
dengan pemikiran itu, pada tanggal 18 Desember 2000, Tifa didirikan.

Filosofi Logo

Tifa adalah instrumen musik dari wilayah Indonesia bagian timur, sebuah drum yang digunakan oleh
masyarakat lokal untuk menyebarkan pesan perdamaian dan kerukunan. Di beberapa perkampungan,
Tifa digunakan sebagai alat komunikasi oleh tokoh masyarakat untuk mengumpulkan warganya
dalam rangka membahas masalah di komunitas tersebut. Fokus dari logo Tifa adalah huruf “i” yang
mewakili elemen manusia, seseorang yang bergerak. Seseorang yang diapit oleh struktur yang kokoh
(huruf “t”, “f", dan “@”) sebagai simbol dari masyarakat dimana seseorang dapat bergerak dengan
bebas di dalamnya. Warna hijau tosca menunjukkan pertumbuhan dan penyembuhan. Warna ini
menggambarkan lautan yang mengelilingi dan menyatukan ribuan pulau di Indonesia. Warna oranye
sebagai warna sinar matahari dan kehangatan melambangkan kreatifitas dan ide.

Visi dan Misi

Misi Tifa adalah memperjuangkan masyarakat terbuka di Indonesia, yang menghormati keragaman
serta menjunjung tinggi penegakan hukum, keadilan, dan persamaan.

Visi Tifa adalah sebuah komunitas dimana penduduk, pemerintah, dan sektor bisnis mendukung
hak-hak individu khususnya hak dan pandangan kaum perempuan, kaum minoritas, dan kelompok
marjinal lainnya, serta mendukung dan memupuk solidaritas dan tata pemerintahan yang baik.
Untuk mewujudkan misi dan visi di atas, Tifa berupaya untuk memperkuat dan memberdayakan
masyarakat sipil.
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